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ABSTRAK

Nama - Hj. AMANDA LESTARI PUTRI LUBIS, S.-H.

Perogram studi : Magister Kenotariatan

Judul : Pendaftaran Tanah Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Akta
Ikatan Menjua Dan Membei (Anadlisa Putusan Reg.
N0.244/PK/PDT/2010)

Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif berunsur positif
sehingga sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dimana keterangan didalamnya
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagal keterangan yang benar
selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
Sebagal draf permasalahan itu adalah kedudukan hukum akta ikatan menjual dan
membeli yang dibuat dihadapan Notaris dan perlindungan hukum kepada pihak
ketiga yang beritikad baik dalam pendaftaran tanah pertama kali seperti halnya
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/PK/Pdt/2010. Penelitian hukum
normatif empiris dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka
hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kasus
putusan peninjauan kembali, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian
telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi
persyaratan formil dan materiil. Jual beli tanah yang telah memenuhi persyaratan
hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftran pertama kali mengandung
cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal
demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang dikuatkan Putusan Kasas
lebih  memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik dikarenakan
perpindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah
sesual dengan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya yang diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali memberikan
perlindungan kepada pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan
hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk Kantor Pertanahan
agar lebih teliti dan hati-hati serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri
riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual beli.

Kata kunci: Pendaftaran tanah, aktaikatan menjual dan membeli.
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ABSTRACT

Name : Hj. AMANDA LESTARI PUTRI LUBIS, SH

Study Program : Magister Kenotariatan

Title : The Land Registration by Third Party Based Deed Alliance of
Selling and Buying (Verdict Analysis Reg.
No.244/PK/PDT/2010)

Indonesia uses a system of land registration of negative unsured positive and aso
deed as strong evidence, where the information therein have the force of law and
must be accepted as a true statement as long and as long as there is no verification
tool that proves otherwise. As the draft issueis the legal position of aliance deed
to selling and buying made in the front notary and legal protection to third parties
of good will in the first land registration as well as in the Supreme Court Verdict
No. 244/PK/Pdt/2010. Normative legal research is used to conduct empirical
research on law libraries as secondary data and primary data obtained through a
review of the decision of the case study, data collected through the study of
documents. Research has lead to the conclusion that trading is valid if it meetsthe
formal and material requirements. Land trading which meets the legal
requirements but later proved that the first registration to contain flawed law then
the whole proof of ownership that arises then is null and void. The verdict of
Malang District Court that upheld by the Verdict Cassation further provide legal
protection against transfer of rights by the owner because the defendants are not
material and have qualified in accordance with Article 32 Paragraph (1) PP. 24 of
1997. Surabaya High Court ruling reinforced the judicial review provides
protection to purchasers of land due to be considered in accordance with the
provisions of the law the transfer of land rights. Suggestions submitted to the
Land Office to be more careful and cautious as well as for buyers of land in order
to trace the history of land ownership before making a trading.

Key words: Land registration, alliance deeds of selling and buying.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia, yang susunan perekonomiannya dan
corak kehidupannya masih bersifat agraris maka tanah mempunya fungsi
dan peranan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya
aspek ekonomis belaka tetapi juga menyangkut aspek non ekonomis, tanah
merupakan segala-galanya bagi masyarakat yang peranannya bukan hanya
sekedar faktor produkss melainkan pula mempunya nilai  untuk
mendukung martabatnya sebagai manusia.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola pikir, pola
hidup dan kehidupan manusia maka dalam soa pertanahan pun terjadi
perubahan, terutama dalam ha pemilikan dan penguasaannya dalam hal
ini tentang kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang sedang atau
yang akan dimilikinya.

Dengan adanya persoalan-persoalan, baik mengenai pertambahan
penduduk maupun perkembangan ekonomi, maka kebutuhan terhadap
tanah daam kegiatan pembangunan akan meningkat. Berdasarkan
kenyataan ini, tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta
kekayaan yang paling tinggi nilanya dan juga merupakan sumber
kehidupan, maka dari itu jengkal tanah dibela sampai titik darah
penghabi san apabila hak tanahnya ada yang mengganggu.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu
diadakan pendaftaran tanah. Diatur dalam pasal 19 UUPA pada ayat (1)
menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya pada ayat (2) memberikan rincian bahwa pendaftaran
tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi :

a.  Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

UniversitasIndonesia
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c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai aat bukti yang
kuat.

Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA dan Pasal
32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Kagian mengena kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting,
setidaknya karena Pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum
pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat dan
memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan
sewenang-wenang oleh sigpapun. Kedua, pemberian sertifikat
dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan
memiliki sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa
sgja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan. Selain itu sertifikat mempunyai nilai ekonomi
dimana tanah yang bersertifikat dapat dijadikan jaminan hutang dengan
hak tanggungan.

Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat
belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena daam
peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain
yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya
tercantum dalarn sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau
menggugat kepala BPN/ kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis
administrasi penerbitannya.

Gugatan ke pengadilan tersebut dikarenakan sertifikat mempunyai
2 (dua) sisi yakni disatu Sisi secara keperdataan sertifikat merupakan alat
bukti kepemilikan, disisi lain sertifikat merupakan bentuk keputusan yang
bersifat penetapan (beschiking) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan sebagal Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat beschiking
merupakan bentuk pengakuan hak milik atas tanah bagi pemiliknya.
Sertifikat yang diterbitkan juga bersifat declaratoir yakni keputusan untuk

UniversitasIndonesia
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012



mengakui suatu yang telah ada dan diberikan karena telah memenunhi
syarat yang ditentukan. Pemberian keputusan declaratoir dilakukan untuk
mewujudkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang bersifat abstrak
kedalam bentuk peristiwa kongkrit, misalnya penerbitan sertifikat. Ini
berarti sertifikat tanah yang diterbitkan bukanlah alat bukti yang mutlak,
sehingga sertifikat bisa dibatalkan, sepanjang ada pembuktian yang
menyatakan ketidakabsahan sertifikat tanah.

Asas publikasi negatif tersebut telah dijadikan yurisprudens
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/SIP/1975 tertanggal 18
September 1975 berbunyi:*

Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang

berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam

register bukanlah absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila
keti dakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Kelemahan sistem publikas negatif ternyata diakui oleh penjelasan
Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997. Kelemahan ini tentunya mengakibatkan
BPN sebagai instansi yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat tidak
berupaya semaksima mungkin untuk memperoleh data yang benar,
sehingga kepastian hukum didalam pendaftaran tanah belum menjamin
pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak dan
selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa
memiliki tanah.

Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang
yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki
sertifikat palsu, dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan
yang ada pada buku tanah. Jumlah sertifikat palsu cukup banyak sehingga
menimbulkan kerawanan. Umumnya sertifikat palsu dibuat pada tanah
yang masih kosong dan mempunya nilai tinggi yang menggunakan
blangko sertifikat lama. Pemalsuan sertifikat tanah terjadi karena tidak
didasarkan pada alas hak yang benar seperti penerbitan sertifikat yang
didasarkan pada surat kepemilikan yang dipalsukan bentuk lainnya berupa
stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan dan terdapat penerbitan

! Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 1.
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sertifikat palsu oleh pertanahan yang ternyata surat-surat bukti sebagai
dasar penerbitan sertifikat dipal sukan.

Ada 4 (empat) masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya
sertifikat palsu. Pertama, kesalahan memahami, mengena dan
menerapkan posisi kasus terbitnya sertifikat palsu. Kedua, masaah
tersebut diperkuat dengan ketidakpahaman tentang lembaga hak milik atas
tanah, atau lembaga peralihan hak atas tanah, mengabaikan dan
membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta
mengabaikan titik taut di dalam lembaga hukum antar tata hukum. Ketiga,
terjadi tindakan melegalkan dokumen mutasi cacat hukum, pembuatan
akta peralihan hak yang tidak dilakukan oleh PPAT. Keempat, sistem
administrasi pertanahan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mencegah
|ahirnya sertifikat palsu.®

Dengan memperhatikan Yurisprudenst Mahkamah Agung, telah
ditegaskan mengenai instanss mana yang berwenang membatalkan
sertifikat, yakni :

1. Putusan Mahkamah Agung No0.350 K/Sip/1968 tanggal 3 Me

1969:

Untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat)
yang dikeluarkan oleh instans agraria secara sah tidak
termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata
wewenangnya administrasi, sehingga pihak yang oleh
Pengadilan dimenangkan wajib meminta pembatalan surat
bukti hak milik (sertifikat) itu kepada instansi agraria
berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnyaitu.

2. Putusan Mahkamah Agung No.716/K/Sip/1973 tanggal 5
September 1973 : “Pengeluaran / pencabutan dan pembatalan surat
sertifikat adalah semata-mata wewenang dari kantor pendaftaran
tanah dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk
wewenang Pengadilan Negeri”.

Untuk membatalkan sertifikat tanah (terkecuali kekeliruan yang
menyangkut teknis kadastral), harus dipersoalkan terlebih dahulu dimuka

persidangan di Pengadilan Negeri, siapakah yang berhak atas tanah.

2 |bid., him. 8.
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Sehubungan dengan penilaian sigpakah yang berhak memiliki tanah yang
diperkarakan yang telah diterbitkan sertifikat tanah secara ganda itu, maka
para pihak yang berperkara jelas meminta dinyatakan sah secara hukum
sebagai bukti pemegang hak atas tanah.?

Berdasarkan hal tersebut, suatu putusan pengadilan harus
dipertimbangkan baik-baik oleh hakim sesuai dengan prinsip The Rule of
Law yang merupakan prinsip independensi pengadilan untuk menjalankan
fungsinya dan harus menjamin apa yang oleh masyarakat dipandang
sebagal keadilan. Dalam pandangan Weldon, The Rule of Law tidak berarti
hanya memiliki sistem pengadilan diatas kertas sga, akan tetapi
tergantung pada kenyataan apakah rakyat benar-benar memperoleh
perlakuan yang adil.

Dalam penyelesaian sengketa sertifikat, hakim terkadang kurang
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang ada atau walaupun
hakim merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada tetapi
belum sungguh-sungguh memperhatikan mengenai bagaimana proses
peralihannya atau terjadinya hak milik atas tanah yang tidak sesuai dengan
kepatutan. Untuk itulah hakim berfungsi sebagai judges as law maker
yaitu bagaimana hakim menginterpretasikan Undang-Undang.

Hingga saat ini penyelesaian sengketa hak milik atas tanah cukup
rumit, karena satu obyek tanah yang diperkarakan bisa digjukan gugatan
perdata ke Pengadilan Umum dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara. Bahkan peralihannya bila terdapat unsur pemalsuan dalam akta
peraihan dilakukan tuntutan pidana. Banyak putusan pengadilan yang
kontroversial sering membingungkan, misalnya pada putusan pengadilan
perdata dikalahkan tetapi putusan pengadilan tata usaha negara atau
putusan pidana dimenangkan, atau pada putusan pengadilan tingkat
pertama dikal ahkan sedangkan putusan pengadilan tingkat kedua dan/atau
putusan kasasi dimenangkan atau sebaliknya.*

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik

meneliti suatu putusan pengadilan yang isinya mengacu pada proses

3 Ibid, him 12
41bid., him. 18.
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peralihan hak milik atas tanah yang tidak sesuai dengan kepatutan untuk
menyusun tesis mengenai: “PENDAFTARAN TANAH OLEH PIHAK
KETIGA BERDASARKAN AKTA IKATAN MENJUAL DAN
MEMBELI (ANALISA PUTUSAN Reg. 244/PK/PDT/2010).

POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut
di atas, maka penulis akan membahas permasal ahan-permasalahan yang
akan dirumuskan dalam pokok permasal ahan, yang melipuiti:
1. Bagaimanakah kedudukan hukum akta ikatan menjual dan membeli
yang dibuat dihadapan Notaris?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad
baik dalam pendaftaran tanah pertamakali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan
yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ada dua
kegiatan utama dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan
dan studi kasus. Pendlitian ini bersifat deskriptif analistis karena ditujukan
untuk menggambarkan secara tepat tentang tata cara pendaftaran tanah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam penelitian
ini diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi dan
data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, serta untuk
mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah
mel akukan penelitian dan/atau penulisan dibidang hukum pertanahan. Dan
data primer dalam penelitian ini terutama diperoleh melalui studi kasus
dengan mengadakan penelitian mengena Putusan Peninjauan Kembali No.
244/PK/PDT/2010, sehingga penulis dapat memperoleh keterangan yang

lengkap.
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Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang
berkenaan dengan hukum pertanahan. Data tersebut diperoleh dari bahan-
bahan hukum yang terdiri dari: °

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri dari  Peraturan Perundang-Undangan, terutama yang
berkenaan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Pgabat Pembuat Akta Tanah dan Undang Undang
Jabatan Notaris.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta buku-buku yang
dapat dijadikan bahan pedoman, antara lain meliputi buku-buku,
majalah dan mediainternet khususnya tentang pertanahan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus.

Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pertanahan,
sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pendaftaran tanah pertama kali
harus memenuhi prosedur yang berlaku sehingga pihak ketiga terlindungi.

14 MANFAAT PENELITIAN
Dengan dilakukan penelitian mengena putusan pengadilan ini
diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai
perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam pendaftaran
tanah pertama kali dan sebagai bahan rujukan bagi instansi pemerintah
terkait bidang pertanahan untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan
sertifikat hak milik atas tanah.

° Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan
Singkat, Cet 8. (Jakarta: Rgja Grafindo Persada, 2004), him. 13.
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15 SISTIMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan ini, penulis membaginya dalam 3 (tiga) bab dan

beberapa sub bab, untuk mempermudahkan dalam pemahamannya adapun
sistematikatesisini adalah sebagai berikut,

BAB |

BAB Il

BAB Il1

Pendahuluan yang beriss Latar belakang, Pokok
permasalahan, Metode penelitian, Manfaat penelitian dan
Sistematika penulisan.

Pembahasan yang beris Jua beli tanah, Kekuatan
pembuktian sertifikat, perjanjian pada umumnya, Analisa
Putusan Peninjauan Kembali No. 244/PK/PDT/2010
mengenal pendaftaran tanah oleh pihak ketiga berdasarkan
akta ikatan menjual dan membeli.

Penutup yang berisi simpulan dan saran.
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BAB I1
ANALISA YURIDISTERHADAP PENDAFTARAN TANAH OLEH
PIHAK KETIGA BERDASARKAN
AKTA IKATAN MENJUAL DAN MEMBELI

21 JUAL BELI TANAH

Tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan
melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat
hukum adat yang telah dikuasai sejak dari dulu.® Hukum Agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat dimana sendi-
sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat setempat
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara
dimana berdasarkan Persekutuan Bangsa Bangsa dan sosialisme Indonesia.

2.1.1 Sebelum Berlakunya UUPA
Adapun tanah adat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Hukum tanah adat masa lampau ialah memiliki dan menguasal
sebidang tanah pada zaman penja ahan Belanda dan Jepang. Serta pada
zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara
otentik maupun tertulis.”

Dikena dua macam transaks tanah, Pertama yang merupakan
perbuatan hukum sepihak (pendirian suatu desa dan pembukaan tanah
oleh seorang warga persekutuan) dan Kedua yang merupakan
perbuatan hukum dua pihak (pengoperan ataupun penyerahan dengan
diserta pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga dalam
hukum tanah), perbuatan hukum ini disebut transaksi jual.
Transaksi ini menurut isinya dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu:
a. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan
ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah dapat memiliki kembali
tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang.

® Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), him. 31.
" Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 9.
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b. Penyerahan tanpa pembayaran kontan tanpa syarat (untuk
selamanyal seterusnya)

c. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan
perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum
lain, sesudah satu-dua tahun atau beberapa kali panen, tanah itu
kembali lagi kepada pemilik tanah semula yang disebut jual
tahunan.

Transaksi supaya memiliki kekuatan hukum yang sah artinya berhak

akan perlindungan hukum, wajib dilakukan dengan bantuan kepala

persekutuan sehingga perbuatan tersebut menjadi terang.’

2. Hukum tanah adat masa kini ialah hak memiliki dan menguasai
sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai
sekarang, dengan bukti otentik berupa girik, petuk pajak, pipil, hak
agrarische eigendom, milik yayasan, hak atas druwe atau hak atas
druwe desa, pesini grant sultan landerijenbezitrecht altijddurente
erfpacht, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa ahli waris, akta
peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan dan bahkan ada yang
memperoleh sertifikat serta surat pgak hasil bumi (verponding
Indonesia) dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan berlakunya hukum
adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal .’
Dalam hukum adat tentang tanah terdapat tiga macam adol (jual) yaitu:
a. Adol plas (jua lepas)
Pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya
kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang
yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik
tanah dengan pihak lain.

b. Adol gadai (jual gadai)
Pemilik tanah pertanian (pemberi gadal) menyerahkan tanahnya
untuk digarap kepada pihak lain (pemegang gadai) dengan
menerima sgumlah uang dari pihak lain (pemegang gadai) sebagai

8 Sutedi, Op.Cit.,. him.39
® Supriadi, Op.Cit,. him. 10
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uang gada dan tanah dapat kembali kepada pemiliknya apabila
pemilik tanah menebus uang gadai.
c. Adol tahunan (jual tahunan)

Pada adol tahunan (jual tahunan) pemilik tanah pertanian
menyerahkan tanahnya untuk digarap dalam beberapa kali masa
panen kepada pihak lain (pembeli) dengan membayar sgumlah
uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan antara
pemilik tanah dengan pembeli.

Berkenaan dengan pengertian jua beli tanah, Boedi Harsono
menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum
yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-
lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli
menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan
beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu
termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah.

Sifat jual beli tanah menurut Effendi Perangin Angin adalah

a. Kontan atau Tunali
Artinya harga tanah yang dibayar itu bisa seluruhnya tetapi bisa
sebagian. Tapi biarpun dibayar sebagian menurut hukum dianggap
telah dibayar penuh. Pembayaran harga dan penyerahan haknya
dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, jua beli
menurut hukum sudah selesai. Sisa harga yang belum dibayar
dianggap sebagai utang pembeli kepada bekas pemilik tanah
(penjual).

b. Terang
Jual beli tanah dilakukan dihadapan kepala desa yang tidak hanya
bertindak sebagal saks tetapi juga dalam kedudukannya sebagai
pihak yang menanggung bahwa jual beli tanah tersebut tidak
melanggar hukum yang berlaku.

Jua beli tanah menurut hukum adat terdapat satu perbuatan
hukum, yaitu hak atas tanah berpindah dari penjua kepada pembeli
pada saat dibayarnya harga tanah secara tunai (contant) oleh pembeli
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kepada penjual. Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan
perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasa 1457
KUHPerdata melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksud untuk
memindahkan hak atas tanah dari pemegang hak (penjual) kepada
pihak lain (pembeli) dengan pembayaran sgumlah uang secara tunai
(Kontan) dan dilakukan dihadapan kepala desal kepala adat setempat

bersifat terang.’”

2.1.2 Setelah Berlakunya UUPA

Tanah adat di Indonesia mengalami perubahan, maksudnya segala
yang bersangkutan dengan tanah adat, misalnya hak ulayat jual beli tanah
mengalami perubahan. Sebelum berlakunya UUPA, hak ulayat masih
milik persekutuan hukum adat setempat yang sudah dikuasa sejak lama
dari nenek moyang mereka dulu, semenjak berlakunya UUPA, hak ulayat
masih diakui, hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 UUPA, hak ulayat dan
hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang
dalam kenyataan di masyarakat masih ada, namun karena terjadinya proses
individualis, sering hak ulayat ini mulai terdesak yang memberikan
pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Perubahan yang
terjadi pada hukum tanah adat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA
dapat dilihat dalam jual beli tanah. Sebelum berlakunya UUPA jua beli
dilakukan secara lisan, kemudian berkembang dengan dibuatnya surat jual
beli antara kedua belah pihak. Jua beli tanah adalah perbuatan hukum
menyerahkan tanah hak oleh penjual kepada pembeli. Perubahan lainnya
dalam hal daluarsa. Dalam hukum adat daluarsa ini menyangkut tentang
hak milik atas tanah. Dahulu suatu bidang tanah yang sudah dibuka atas
izin kepala adat yang berwenang dan setelah beberapa tahun tidak
dikerjakan/ ditanami kembali semak belukar dapat diberi peruntukan
lain/baru kepada pihak yang membentuknya akibat pengaruh lamanya
waktu dan tanah itu kembali kepada hak ulayat desa. ™

1% Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2010), him. 358.
" Sutedi, Op.Cit., him. 57.
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Pengertian hak milik dirumuskan dalam pasal 20 UUPA yakni:*?

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.

2. Hak milik dapat beraih dan dialihkan kepada pihak lain.

Jual beli dimaksud disini adalah jual beli hak atas tanah dan untuk
memahami pengertian jual beli dapat dilihat dari dasar pembentukan
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (Hukum Agraria Nasional) yaitu
didasarkan atas hukum adat, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5
yaitu :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan
sosiadlisme Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan yang
tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan Peraturan
Perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama.

Jual-beli (menurut KUHPerdata) adalah suatu perjanjian timbal-
balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu
barang, sedangkan pihak yang lainnya (s pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sjumlah uang sebagai imbalan dari
perolehan hak milik tersebut. Unsur-unsur pokok (essensialia) perjanjian
jual-beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang
menjiwal hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual-beli itu sudah
dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.
Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka
lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual dari jual-beli
tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: “jual-
beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah
mereka mencapal sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” .2

Salah satu sifat yang penting dari jua beli menurut sistem Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jua beli itu

2 Ibid., him 60
¥ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1995), him. 1.
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hanya “obligatoir” yang berarti jual beli belum memindahkan hak milik,
baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak,
yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya
hak milik atas barang yang dijual. Yang dikemukakan disini mengenai
sifat jua beli ini, Nampak jelas dari pasal 1459 KUHPerdata, yang
menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah
kepada s pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Dan yang dimaksud dalam pasal
1471 KUHPerdata, yang menyatakan: “jua beli barang orang lain adalah
batal, dan dapat memberikan dasar untuk ganti rugi, jika si pembeli tidak
mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Jika jua beli itu
bersifat “obligatoir” saja, yang berarti belum memindahkan hak milik,
tentulah tiada keberatan apabila seseorang menjual suatu barang yang
belum menjadi kepunyaanya, asalkan nanti pada waktu dia harus melever
barang itu, ia benar-benar menjadi pemilik barang tersebut.*

Segjak berlakunya Peratura Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
pendaftaran tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT
yang bertugas membuat aktanya Dengan dilakukannyajual beli dihadapan
PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Aktajual beli yang ditandatangani
para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada
pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat
tunal dan menunjukan bahwa secara nyata atau rill perbuatan hukum jua
beli yang bersangkutan telah dilaksanakan, akta tersebut membuktikan
bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk
selama-lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbuatan hukum yang
dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta
tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi
pemegang haknya yang baru, akan tetapi hal itu baru diketahui oleh para
pihak dan ahli warisnya, karena juga baru mengikat para pihak dan ahli
warisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.

¥ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), him 80.
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Syarat jua beli tanah ada dua, yaitu syarat materil dan syarat formil.
1. Syarat materil

15

Syarat materil sangat menentukan akan sahnya jua beli tanah tersebut,

antaralain sebagai berikut:
a. Pembeli berhak membeli tanah tersebut

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi

syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk

menentukan berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh hak atas

tanah yang dibelinya tergantung pada hak apa yang ada pada tanah
tersebut, apakah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai.
Menurut UUPA yang dapat mempunyal hak milik atas tanah hanya

warga Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang
ditetapkan olen pemerintah (Pasal 21 UUPA) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Jika pembeli mempunyai

Warga Negara Asing disamping kewarganegaraan Indonesia atau
kepada suatu badan hukum vyang tidak dikecualikan oleh
pemerintah, maka jual beli tersebut batal demi hukum dan tanah

jatuh kepada negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA).
b. Penjual berhak menjual tanah tersebut

Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu sgja S pemegang
yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau

pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk

menjua tanah tersebut. Akan tetapi apabila pemilik tanah dua
orang, maka tidak boleh salah seorang yang bertindak sebagai

penjual.

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjuabelikan dan tidak sedang

dalam sengketa.

Mengenai hak tanah yang boleh diperjual belikan telah ditentukan
dalam UUPA vyaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha (Pasa

28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakal (Pasal 41).

Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenuhi, dalam arti penjual

bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijua atau
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pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah
atau tanah yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau
merupakan tanah yang tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli
tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh
yang tidak berhak adalah batal demi hukum artinya sgjak semula
hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.

. Syarat formal

Setelah semua persyaratan materil dipenuhi maka PPAT (Pgabat

Pembuat Akta Tanah) akan membuat akta jua belinya. Akta jua beli

menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 harus

dibuat olen PPAT. Jua beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT
tetap sah karena UUPA berlandaskan hukum adat (Pasal 5 UUPA),
sedangkan dalam hukum adat sistem yang dipakal adalah sistem yang
konkret, kontan, nyata, dan riil. Kendatipun demikian, untuk
mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setigp peralihan
hak atas tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai
peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap
perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka diisyaratkan bagi
para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada

PPAT yaitu

a. Jika tanahnya sudah bersertifikat: sertifikat tanah yang asli dan
tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

b. Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan bahwa tanah
tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang memerlukan
penguatan oleh kepala desa dan camat, dilengkapi dengan surat-
surat yang membuktikan identitas penjual dan pembeli yang
diperlukan untuk persertifikatan tanah setelah dilakukan jual beli.
Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja akta tersebut
ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada Kantor
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Pendaftaran Tanah untuk pendaftaran pemindahan haknya (Pasal
40 PP No. 24 Tahun 1997).%

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT

Sertifikat hak atas tanah, mempunya banyak fungs bagi
pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain.
Pertama, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai pembuktian yang kuat.
Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf ¢ UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak suatu bidang tanah. Apabila
telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Dia pun dapat
membuktikan mengenal keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnyaluas,
batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya, berserta
beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu dan sebagainya. Semua
keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunya kekuatan
hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagal keterangan yang benar
sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kalau
ternyata yang termuat didalamnya ada kesalahan, maka diadakan
perubahan dan pembetulan seperlunya. Dalam ha ini yang berhak
mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan melainkan Badan
Pertanahan Nasional sebagai instansi yang membuatnya. Pihak yang
merasa dirugikan karena kesalahan dalam sertifikat itu, mengajukan
permohonan untuk perubahan atas sertifikat dimaksud, dengan
melampirkan Putusan Pengadilan yang menyatakan tentang adanya
kesalahan. Kedua, sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi
pihak bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada
pemiliknya. Dengan demikian, apabila pemegang hak atas tanah itu
seorang pengusaha, sudah tentu akan memudahkan baginya untuk
mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan modal mudah
diperoleh. Ketiga, bagi pemerintah adanya sertifikat atas tanah juga sangat
menguntungkan walaupun kegunaan itu digunakan tidak langsung.

> Sutedi, Op.Cit,. him. 77
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Adanya sertifikat atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan

telah terdaftar pada Kantor Agraria. Data tentang tanah yang bersangkutan

secara lengkap telah disimpan di Kantor Pertanahan dan apabila sewaktu-
waktu diperlukan dengan mudah diketemukan. Data ini sangat penting
untuk perencanaan kegiatan pembangunan misalnya pembangunan kota,
pemasangan pipa-pipa irigasi, kabe telpon, penarikan paak bumi dan
bangun, dan sebagainya.*®

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 menggunakan sistem publikasi negatif, dalam sistem ini negara

secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta

pendaftaran, oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang
merasa lebih berhak atas tanah itu, pihak yang memperoleh tanah dari
orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah
itu dengan itikad baik. Hal itu bearti dalam sistem publikas negatif
keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan
hukum dan harus diterima sebaga keterangan yang benar selama dan
sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.

Secara umum, sistem pendaftaran tanah yang negatif mempunyai

karakteristik yakni sebagai berikut:'’

1. Pemindahan suatu hak mempunyal kekuatan hukum, akta pemindahan
hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum .

2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui

3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih, dan yang
mendapatkan hak sesuai akta, belum berarti telah menjadi pemilik
yang sebenarnya.

4. Tidak seorang pun dapat mengalihkan sesuatu hak lebih dari yang
dimiliki, sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat
menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik.

5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri

6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang
terdaftar pada buku tanah dengan kata lain, buku tanah bisa sga

1° Sutedi, Op.Cit,. him. 57
" 1bid,. him. 96
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berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah
yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan pada pihak ketiga
tidak bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Pihak ketiga masih selalu
berhati-hati dan tidak mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam
buku pendaftaran tanah atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkannya.

Daam sistem publikasi negatif berlaku asas nemo plus juris,
artinya orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi
apa yang dia sendiri punyal. Seseorang yang tidak berhak atas bidang
tanah tertentu dengan sendirinya tidak dapat melakukan suatu perbuatan
hukum mendaftarkan tanah tersebut, apalagi mengalihkannya pada pihak
lain. Asas nemo plus juris ini dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada pemilik tanah yang sebenarnya, yang tanahnya
disertifikatkan oleh orang lain.

Sistem publikasi positif, pendaftaran tanah menganut sistem bahwa
apa yang sudah terdaftar itu dijamin mencerminkan keadaan yang
sebenarnya, baik tentang subyek hak maupun obyek haknya Pemerintah
menjamin kebenaran data yang telah terdaftar dan untuk keperluan
tersebut pemerintah telah meneliti kebenaran dan sahnya tiap berkas yang
digjukan untuk didaftarkan sebelum dimasukan kedalam daftar-daftar
tanah. Dengan demikian subyek hak yang terdaftar sebagai pemegang hak
atas tanah merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak
bisa diganggu gugat dengan dasar atau alasan apapun juga. Orang yang
namannya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, memperoleh
apa yang disebut suatu indefeasible title ( hak yang tidak dapat diganggu
gugat). Dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak,
maka orang lain yang sebenarnya berhak menjadi kehilangan haknya. la
tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum yang memindahkan
hak yang bersangkutan kepada pembeli.*®

'8 Boedi Harsono; Op.Cit; him. 81-82
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Sedangkan Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif
bertendensi positif yang yang mana sertifikat sebagal aat bukti yang kuat
apabila telah memenuhi ketentuan perundang-undangan baik formil
maupun materiil. Kekuatan pembuktian materiil didalamnya memuat isi
keterangan berlaku sebagai kebenaran terhadap sigpapun dan orang yang
namanya tercantum dalam sertifikat serta untuk kemanfaatannya, untuk
keperluan siapa keterangan itu diberikan. Adapun daya pembuktian formil
Kepala BPN / Kantor Pertanahan menerangkan, yang berada diatas tanda
tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar

miliknya.*®

Tugasdan Fungsi PPAT
Berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dikualifikasikan sebagai pejabat umum dan diberi
kewenangan untuk membuat akte-akta tertentu dibidang peralihan dan
pembebanan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam:
1. Pasa 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah bahwa.:

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT
adalah pgabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan
akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah bahwa: “peabat pembuat akta tanah, sebagaimana
disebut PPAT adalah pgabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta tertentu”.

3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut bahwa :

“PPAT adalah pgabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat

9bid,. him. 105
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akta-akta otentik mengena perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.

4. Pasa 1 ayat (1) dan (4) sertaPasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditegaskan :

a Pasd 1l

(1) Pejabat pembuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenal perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

(4) Akta PPAT adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai
bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu
mengenal hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun.

b. Pasal 2

(1) PPAT Dbertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengena hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa PPAT berwenang atau mempunya atau diberi kewenangan untuk
membuat (to make) akta PPAT, bukan mengisi (to fill) blangko/formulir
akta buatan instansi lain.

Bentuk dan jenis akta PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat
(1) Peraturan Menteri Negara Agraria /K epala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasiona Nomor 1 Tahun 2006
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tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, yaitu akta :

Jual beli;

Tukar-menukar;

Hibah;

Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

Pembagian hak bersama

Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah milik;

Pemberian hak tanggungan;dan

O N o g k~ w0 NP

Surat kuasa membebankan hak tanggungan.

Perbuatan para pihak yang dituangkan dalam akta PPAT adalah
perbuatan atau tindakan hukum perdata. Misalnya, jika akta jual beli tanah
ber-sertifikat dengan akta PPAT, ketentuan hukum jual beli yang berlaku.
Akan tetapi, ketika dilakukan peralihan hak atas bidang tanah tersebut ke
Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Akta PPAT tersebut akan dijadikan
dasar untuk melakukan peralihan hak.

Pembatalan Akta PPAT

K etentuan mengenai pembatalan akta PPAT dimuat dalam Pasal 45
ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa :

Kantor Pertahanan menolak untuk melakukan pendaftaran
peralihan hak atau pembebanan hak jika perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibatalkan oleh para pihak
sebelum didaftar oleh Kantor Pertahanan.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997 menegaskan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Kemudian, dalam penjelasan Pasal 45 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwa :

Akta PPAT merupakan aat untuk membuktikan telah
dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila
perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang
bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai alat bukti perbuatan
hukum tersebut. Dalam hal itu, apabila suatu perbuatan hukum
dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan
perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka
pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran
tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus
didasarkankan atas aat bukti lain, misanya, putusan pengadilan
atau akta PPAT mengenal perbuatan hukum yang baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua macam mengenai
pembatalan akta PPAT, yaitu :

1. Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor
pertanahan.

2. Pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor
pertanahan.

Jika diperlukan pembatalan sebelum dilakukan pendaftaran ke
kantor pertanahan, dapat dilakukan dengan akta notaris (akta pihak) karena
akta perbuatan yang tersebut dalam akta PPAT adalah perbuatan perdata
diantara para pihak, Sedangkan jika dilakukan pembatalan dalam proses
pendaftaran di Kantor Pertanahan, menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 pembatalannya harus dengan
putusan pengadilan. Sesual dengan prinsip dalam hukum perdata, ketika
dilakukan pembatalan, semua keadaan tersebut harus dikembalikan pada
keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum yang terjadi
(perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan). Hal tersebut akan
mengalami kesulitan jika dalam perbuatan hukum tersebut dikenakan
kewagjiban membayar pajak, misalnya, jual beli untuk pembeli dikenakan
sejumlah pajak tertentu.

Mengenai pembatalan akta PPAT pembatalan tersebut dalam
proses pendaftaran di Kantor Pertanahan, dimana menurut Pasal 45

Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mewagjibkan harus
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dengan putusan pengadilan karena pembatalannya perlu mendapat
pengkgian yang cermat. Apabila para pihak sepakat atau tidak ada
berkeberatan, para pihak datang kepada notaris untuk membuat akta
pembatalan. Akan tetapi, jika para pihak bersengketa, salah satu pihak
dapat menggjukan pembatalan ke Pengadilan Umum atau Pengadilan
Negeri. Cara seperti ini sebenarnya dapat dilakukan untuk pembatalan akta
PPAT yang daam proses Pendaftaran di Kantor Pertanahan. Jadi,
meskipun akta PPAT tersebut dalam proses pendaftaran di Kantor
Pertanahan dan tidak ada sengketa apapun, jika para pihak ingin
membatalkannya, buat sgja pembatalannya dengan akta notaris dan
kemudian digjukan permohonan pembatalan dengan melampirkan akta
pembatal an tersebut.

Kantor Pertanahan ataupun Badan Pertanahan Nasional merupakan
Pegabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berkaitan dan tidak
perlu mencampuri urusan keperdataan orang per orang. Ketika digjukan
pembatalan, Kantor Pertanahan berwenang untuk mengeluarkan surat
keputusan pembatal an pendaftaran tersebut.®

Berkenaan dengan dampak sistem publikasi negatif terhadap
sertifikat, banyak gugatan atau perkara tanah yang muncul karena tidak
dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga hal tersebut
harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Disisi lain suatu gugatan juga
dapat terjadi apabila satu pihak atau |ebih yang merasa bahwa haknya atau
hak mereka telah dilanggar, tetapi pihak yang melanggarnyatidak bersedia
secara sukarela melakukan penyelesaian secara damai, sehingga untuk
menentukan sigpa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu
putusan hakim. Adapun dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 berikut penjelasannya tidak mengatur hal mengenal
kompitensi peradilan.

Dalam hal terjadinya gugatan terhadap surat keputusan PTUN
mengenal penerbitan sertifikat yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige overheids daad) yang menjadi

% Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, (Surabaya: Citra
AdityaBakti, 2011), him. 91.
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wewenang peradilan umum, maka dengan mengingat adanya tenggang
waktu adanya pengguan gugatan dalam sengketa TUN, gugatan harus
digjukan terlebih dahulu ke peradilan TUN dan diperiksa/ diputus hingga
tuntas, setelah itu barulah digjukan gugatan perbuatan melawan hukum ke
peradilan umum (gugatan perdata). Dengan demikian tidak diperkenankan
kedua gugatan itu berjalan secara bersamaan untuk menghindari putusan
yang saling bertentangan antara kedua pengadilan tersebut yang
mempunyai kompetensi absolute masing-masing.

Jika ditinjau dari aspek perbuatan hukum peralihan, hak atas tanah
yang dilakukan dihadapan Pegabat Pembuat akta tanah adalah sebagai
perbuatan perdata, maka gugatan terhadap tindakan hukum tersebut
merupakan kompetensi peradilan umum dan karenanya harus diajukan ke
Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan, jika ditinjau dari aspek hukum
perdata, maka aspek transaksi tersebut adalah dalam lingkup hukum
perdata dan karenanya merupakan kompetensi peradilan umum. Namun,
jika yang digugat adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (Pejabat
Tata Usaha Negara) mengenai penerbitan sertifikat, maka harus digjukan
gugatan TUN kepada pengadilan TUN. Dengan demikian, Peradilan TUN
hanya bisa memutus perkara yang berhubungan dengan Administratif
Ketatausahaan Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki
kewenangan untuk memutuskan perkara yang termasuk dalam lingkup
hukum perdata hak atastanah.?

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagai bagian dari hukum
perdata yang dikenal dengan kegiatan “perjanjian” sebagai fakta hukum
yang dapat mewujudkan adanya “perikatan” sebagai suatu akibat hukum.
Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan
kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya perjanjian itu

2! Sutedi, Op.Cit,. him. 106.
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berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dan sebagai suatu fakta. Fakta
hukum kegiatan “perjanjian merupakan suatu peristiwa konkrit yang dapat
didengar, oleh pihak atau yang |ebih masing-masing berjanji akan mentaati
apa yang disebut dalam “ persetujuan”.

Perikatan sebagai suatu hukum kebiasaan tidak dapat dilihat dan
didengar oleh panca indra karena perikatan hanyalah merupakan “suatu
perhubungan hukum” antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak
lain berkewagjiban untuk memenuhi tuntutan itu, jadi sifatnya abstrak.
Menurut R. Subekti, bahwa perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatnya. Dari peristiwa perjanjian tadi
menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang
yang membuatnya dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan
perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Sementara itu, J. Satrio mengemukakan pendapat, bahwa dalam
perumusan Pasal 1313 KUHPerdata akan Iebih tepat, jika istilah
“perbuatan” diganti dengan kata “perbuatan/tindakan hukum”.% Menurut
J. Satrio, keuntungan digunakannya istilah “tindakan hukum’ tidak hanya
untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap
dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya ‘sepakat”,
yang merupakan ciri daripada perjanjian (dalam Pasal 1320 KUHPerdata),
yang tidak mungkin ada pada onrechtmatigedaad dan zaakwaarneming.

R.Subekti mengatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, di mana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. %

Definisi yang dikemukakan R.Subekti tersebut, dalam peristiwa itu
timbullah suatu hubungan antara kedua orang itu yang disebut perikatan.
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

). Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1995), him. 25.
% Subekti. R, Aneka Perjanjian, Cetakan Keenam, (Bandung: Alumni, 1984), him. 32.
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membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan
atau ditulis.

Dengan kata lain, sifat suatu perjanjian adalah adanya hubungan
yang berlaku timbal balik antara para pihak yang membuatnya. Lebih jauh
R.Subekti menyimpulkan, bahwa perikatan adalah suatu pengertian
abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu
peristiwa. Jadi, pengertian perjanjian berbeda dengan perikatan.

Peranan perjanjian yang mewujudkan perikatan itu, menjadi
perjanjian sebagai sumber dari perikatan, di samping sumber dari
perikatan lain seperti undang-undang. Sumber perikatan yang berasal dari
undang-undang misalnya, dalam pasal 625 Kitab Undang-Undang Perdata
(KUHPer) yang menentukan adanya hak dan kewgjiban antara pemilik
pekarangan satu sama lain bertetangga dalam hal ini ikatan yang terjadi
antara tetangga itu bukan disebabkan oleh perjanjian antara mereka
melainkan oleh peraturan yang harus mereka taati seolah-olah mereka
sendiri yang membuat perikatan itu dengan segala konsekuensi dan akibat
hukumnya.

R.Subekti, menggolongkan perikatan ini menjadi 6 macam, yaitu :*°

a. Perikatan bersyarat
Suatu perikatan bersyarat apabila digunakan kepada suatu peristiwa
yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik dengan cara
menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa
semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut
terjadinya atau tidaknya peristiwa tersebut.
Jadi dalam perikatan bersyarat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1) Perikatan dengan syarat tangguh
2) Perikatan dengan syarat batal

b. Perikatan dengan ketepatan waktu
Perikatan dengan ketepatan waktu ialah perikatan yang
pel aksanaannya digantungkan kepada waktu yang telah diperjanjikan/

2 |bid, him. 82.
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ditentukan yang pasti akan terjadi, namun kapan terjadinya belum
dapat dipastikan, contoh : meninggal nya seseorang.

Perikatan alternatif

Perikatan adternatif adalah perikatan yang pelaksanaannya dapat
diberikan kepada pihak lawannya untuk memilih salah satu dari barang
yang dikehendakinya dari berbagai macam barang yang diperjanjikan.
Perikatan tanggung menanggung

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan
bahwa s berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya
diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.
Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya
dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh
mengurangi hakekat prestasinyaitu.

Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan
bahwa s berutang, untuk jaminan pelaksanaannya, diwajibkan
mel akukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

2.3.1 Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, bilamana dikaitkan dengan yang tersurat

K UHPerdata dapat disimpulkan adanya beberapa asas yang dikenal;*

a

b
C.
d

Asas kebebasan berkontrak,

. Asas konsensualitas,

Asas kepribadian (iktikad baik)

. Asas persetujuan

Penjelasan :

a

Asas kebebasan berkontrak
Para pihak dapat membuat perjanjian yang dianggap menguntungkan,
asal mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

* Gunawan Widjaja, Op.Cit, him. 71.
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Asas kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata, yang menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.” Istilah “semua’ dalam
rumusan tersebut memberi indikasi bahwa masyarakat diperbolehkan

membuat perjanjian yang berupa dan beris apa sgja.

Asas kebebasan berkontrak meliputi :

1. Kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian
atau tidak membuat perjanjian ;

2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat
perjanjian ;

3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian ;

4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian ;

5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal

1320 KUHPerdata, yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian

terdiri dari :

1. Adanya kata sepakat ;

2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian ;

3. Adanya suatu hal tertentu ;

4. Adanya suatu sebab yang hala ;

. Asas konsensualisme

Consensus (latin) berarti sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320

Butir 1 KUHPerdata

Asas konsensualisme bersumber dari moral manusia senantiasa

memegang janjinya. ada adagium yang menyatakan :

1. Pacta sunt servanda (janji itu mengikat)

2. Promissorum implendorum obligato (kita harus memenuhi janji
kita).
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Asas mengikat sebagai Undang-undang

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, dalam kalimat ‘ berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” merupakan asas
yang mengikat sebaga Undang-undang. Artinya para pihak
berkewagjiban mentaati isi dan syarat yang telah ditetapkan bersama,
sebagaimana mentaati sebuah Undang-undang.

Selain asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tersebut di
atas, Gunawan Widjgja menentukan asas lain berdasarkan pada sifat
perseorangan dari Buku |1l KUHPerdata, yaitu asas personalia *

c. Asaspersonaiaini dapat kitatemui dalam rumusan Pasal 1315
KUHPerdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340
KUHPerdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa
pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan
kewajiban-kewgjiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada
dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan
maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam ha terjadinya
peristiwa penanggungan (dalam hal yang demikian pun penanggung
tetap berkewgjiban untuk membentuk perjanjian dengan Siapa
penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam ha yang demikian
maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggungan dengan
pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan), ini berarti
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya
akan mengikat para pihak yang membuatnya.*

d. Asasitikad baik
Rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Ketentuan ini merupakan
penegasan lebih lanjut sebagal pelaksanaan dari suatu perjanjian yang
telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak
dengan begitu sgja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam

perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam perjanjian telah

%! Gunawan Widjaja, him. 78.
% bid. 80
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dilaksanakan tidak dengan itikad bak oleh pihak lainnya dalam

perjanjian.

2.3.2 Syarat Sah Perjanjian
Daam Pasa 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ditentukan 4 syarat untuk sahnya perjanjian yaitu :>*
1. Katasepakat bagi merekayang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal

Ad. 1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.

Yang dimaksud kata sepakat dari para pihak yang mengadakan
perjanjian itu harus ada sepakat mengenai hal yang diperjanjikan, dengan
demikian disyaratkan adanya persesuaian mengena is perjanjian antara
kedua belah pihak yang mengadakannya. Pengertian “sepakat” atau
persetujuan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan itu harus
sepakat atau seiya sekata mengenal hal-hal yang pokok dari perjanjiannya
apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, maka pihak yang lain
menghendaki hak yang sama secara timbal balik. Dalam ha kata sepakat
itu tidak boleh ada yang cacat, sebab kalau perjanjian atau kesepakatan itu
cacat dapat pula diminta pembatalannya di pengadilan. Dan apa yang
dikatakan cacat itu adalah seperti apa yang ditentukan oleh pasal mengenai
penipuan yang dimaksud adalah apabila satu pihak dengan sengaja
memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai
dengan aka-akalan yang cerdik (tipu muslihat) untuk membujuk pihak
lawannya.

Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Setigp orang yang sudah dewasa atau baligh dan sehat akalnya
adal ah cakap menurut hukum. Orang yang tidak cakap membuat perjanjian
disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu :

¥ 1bid. 75
¥ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum dalam Perjanjian, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2003),him. 42.
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Orang yang belum dewasa
Mereka yang dibawah pengapunan
Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang

o o T @

Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.

Mengenai perbuatan perempuan yang tidak cakap, hal ini telah dianggap
tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 1963.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan,
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Arti - kekhilafan atau kekeliruan ini undang-undang tidak
memberikan penjelasan lebih lanjut hanya ilmu pengetahuan (doktrin) dan
yurisprudensi memberikan pengertian kekhilafan itu. Doktrin memberikan
pengertian bahwa kekhilafan itu sebagal khilaf atau kekeliruan terhadap
sifat-sifat pokok yang terpenting terhadap benda atau orang yang menjadi
obyek. Pentingnya sifat pokok dari benda itu, kalau terjadi kekhilafan dan
memenuhi sifat pokok perjanjian itu bisa dituntut pembatalannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan paksaan adalah semata-mata
paksaan psikis dan bukan paksaan fisik, sebab dalam paksaan fisik tidak
mungkin seseorang yang dipaksa mempunyai kemauan. Jadi tidak
mungkin ada kesepakatan antara yang membuat perjanjian itu.

Ad. 3. Suatu hal tertentu

Dalam pengertian ini artinya prestasi ini harus diperinci sehingga
dapat diketahui dengan jelas dari perjanjian tersebut. Jadi hak dan
kewgjiban kedua belah pihak ini harus jelas sehingga apabila terjadi
perselishan, bisa ditentukan perincian serta maksud obyek yang
diperjanjikan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit
harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada
di tangan siberhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diwariskan oleh

undang-undang.
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Ad. 4. Suatu sebab yang hald
Sebab dalam ha ini bukan ditafsirkan sebagal sesuatu yang

menimbulkan akibat yang dimaksudkan dengan yang halal. Namun isi dari
perjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang mereka adakan
adalah batal demi hukum atau dianggap perjanjian itu tidak pernah terjadi.
Paksaan itu dapat dibedakan dalam 2 macam yaitu :
1. Paksaan yang absolute

Yaitu paksaan yang tidak dapat dihindari selain mengikuti kemauan

pihak yang memaksakan.
2. Paksaan relatif

Mereka yang dipaksakan masih bisa dan ada kesempatan untuk

mengikuti atau menolak.>

Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris
menurut KUHPerdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang
mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris
merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan
dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris

merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga

dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan
yang sangat penting.*

Perbedaan kekuatan (bukti) antara akta otentik dan dibandingkan
dengan akta/tulisan lain yang dibuat secara di bawah tangan, yaitu:

1. Akta otentik memberikan kepada antara para pihak (beserta para ahli
waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu,
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat/dilakukan di
dalamnya menjamin kepastian tanggal, waktu dan tempat. Ini berarti

*bid., him. 81.
% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijik Wetboek. Diterjemahkan oleh R.

Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
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bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa, karena
dianggap melekatnya pada akta itu sendiri, sehingga tidak perlu
dibuktikan lagi bagi hakim.

2. Ini berarti barang sigpa yang menyatakan suatu akta otentik (adalah)
palsu, yang menyatakan demikian itu harus membuktikan tentang
kepalsuan aktaitu.

3. Akta otentik itu merupakan alat bukti tertulis yang sempurna, oleh
karena akta itu mempunya kekuatan pembuktian secara lahiriah,
formal, dan materiil.

4. Grosse dari akta tersebut dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial sebagaimana halnya putusan Hakim.

Pembuktian akta di bawah tangan, adal ah:

1. Aktadi bawah tangan bagi hakim merupakan bukti bebas;

2. Aktadi bawah tangan hanya mempunyal kekuatan bukti materiil;

3. Pembuktian formal itu baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan
mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan aktaitu;

4. Jadi berlainan sekali dengan pembuktian terhadap akta otentik
sebagaimana disinggung di atas, dalam hal ini seseorang terhadap siapa
suatu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, harus membuktikan
bahwa aktaitu tidak palsu.

Arti dan makna pembuktian yang sempurna dari akta notaris
sebagai akta otentik karena mempunyai:*3
1. Kekuatan pembuktian lahiriah mempunya kemampuan untuk
membuktikan sendiri keabsahannya.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari

akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebaga akta otentik.

Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan

kepada akta yang dibuat dibawah tangan; akta dibawah tangan baru

berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap
sigpa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakuli
kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah

% A.A.andi Prajitno, pengetahuan peraktis tentang apa dan siapa notaries di Indonesia
(Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010), him. 49.
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menurut hukum dapat dianggap sebaga telah diakui oleh yang
bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri
keabsahannya atau seperti lazim disebut dalam bahasa latin: “ acta publica
probant sese ipsa” apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik,
artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang
berasal dari seorang pegjabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang
dianggapsebaga akta otentik, sampal dengan dibuktikan bahwa akta itu
adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan
pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya
maka “akta partji” dan “akta pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu
akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik berlaku sebagal akta
otentik bagi setiap orang; tanda tangan dari pegabat yang bersangkutan
(Notaris) diterima sebagai sah, hanya dapat diadakan melalui
“valsheidsprocedure” dimana yang menjadi persoalan bukan isi dari akta
itu ataupun wewenang dari pegabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai
tanda tangan dari pejabat itu. Sigpa yang tidak menggugat sahnya tanda
tangan dari pegabat itu, akan tetapi menggugat kompetensinya. misalnya,
yang membuat itu bukan Notaris atau membuat akta itu diluar daerah
jabatannya, bukan menunuh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak
dapat ditempuh “val sheidsprocedure”

. Kekuatan pembuktian formal merupakan pernyataan pejabat dalam tulisan
yang tercantum dalam akta yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat
yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, termasuk kepastian
dari tanggal pembuatannya, tanda tangannya dan tempat pembuatan
aktanya.

. Kekuatan pembuktian material, dalam arti is akta itu benar adanya
terhadap setigp orang yang menyuruh membuatkan akta itu untuk alat
bukti terhadap dirinya.

. Memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan pada Pasal 1866 KUHPerdata
yaitu sebagai aat bukti otentik, saksi-saksi didalam akta sesuai dengan
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hukum bahkan notaris itu sendiri secara hakiki berfungs sebagai saks,
merupakan pengakuan yang jelas, tegas, dan sadar dari pihak-pihak yang
membuat akta dengan menandatangani akta tersebut, dihadapan pejabat
yang telah disumpah oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-
undang.

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut
harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinila atau ditafsirkan lain selain
yang tertulis didalam akta tersebut. Akta dibawah tangan mempunyai
kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada
penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya maka
akta dibawah tangan tersebut mempunya kekuatan pembuktian yang
sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak
mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang
menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut
diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun
akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan secara materil
mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sebagai
suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak.?

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan suatu akta otentik
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
oleh atau dihadapan Pgabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat
aktaitu dibuat.

Pegjabat Umum yang dimaksud adalah Pegjabat Publik yang karena
kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-
perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata,
Pgjabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan
Notaris.

Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu
akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat

# Adjie, Op Cit,. 121
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oleh atau dihadapan pegawai-pegawal umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta yang dibuatnya’.
Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang
bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :
“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan
pegabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang
lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang
mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya
dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang
terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan
perihal pada aktaitu”.
Menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut : >’
1. Aktaitu harus dibuat “oleh” (door) atau “di hadapan” (tenoverstaan)
seorang pejabat umum

Pgjabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang

berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah

ditetapkan secara tegas, seperti Notaris, Panitera, Juru Sita, Hakim,

Pegawal Catatan Sipil, Kepala Daerah, dan lain-lain.

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang,

akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Uraian ini dapat dissmpulkan bahwa akta otentik itu dapat dibedakan

atas:

a. Akta yang dibuat oleh peabat (akta relaas); dapat merupakan suatu
akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan
atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri
di dalam jabatannya (Akta Berita Acara Rapat PT)

b. Akta yang dibuat dihadapan (aktenoverstaan) pejabat oleh para
pihak yang memerlukannya (partij akten); merupakan akta yang
beris keterangan keterangan dari pihak lain yang berkepentingan
agar keterangan tersebut disampaikan kepada Notaris yang
menjalankan jabatannya yang kondisinya dinyatakan/dituangkan
dalam akta otentik (Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kredit).

3 |bid. 135
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Perbedaan antara kedua aktaitu antaralain :®

a. Aktarelaas, dibuat oleh pejabat, sedang akta para pihak (Partij Akta)
dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat.

b. Dalam Partij Akta (akta para pihak), para pejabat pembuat akta sama
sekali tidak pernah memulai inisiatif. Sedang, pada akta relaas,
pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif
untuk membuat akta itu.

c. Aktapara pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan
ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedang akta rel aas tanda tangan
demikian tidak merupakan keharusan.

d. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para
pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedang akta
relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta
itu sendiri.

e. Kebenaran dan is akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali
dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi
akta para pihak dapat digugat kebenarannya tanpa menuduh
kepalsuan aktaitu.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
undang.

Mengenai bentuk dan akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan

secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas

adalah “is” dari akta otentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh
para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis
pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lain-lain, memang
mempunyai bentuk yang beragam, tetapi mengenai bentuk isi
sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi
atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam
peraturan perundangan, berdasarkan mana maka seluruh akta sgjenis

mempunyai bentuk (vorm) yang serupa.

% |bid.hal 130
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Demikian pula mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan
notaris sebagal peabat pembuat akta di bidang hukum perdata
berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas
dalam undang-undang, tetapi is dan cara-cara penulisan akta itu
ditentukan dengan tegas dalam Pasal 25 sampal dengan Pasal 28.
Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 No. 3), dengan ancaman
kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda
terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

3. Pgjabat umum oleh atau di hadapan siapa aktaitu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik
atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, kita melihatnya pada
Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860 No. 3) yang berbunyi :
“ Notaris adalah pegabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin Kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain”.
Kewenangan notaris yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh
otentisitasnya meliputi 4 (empat) hal, Notaris harus berwenang
sepanjang :*°
1. Menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Mengenai orang untuk kepentingan siapa aktaitu dibuat;
3. Mengenai tempat dimana akta dibuat;
4. Mengena waktu pembuatan aktaitu.
Apabilasalah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka akibatnya akta

yang bersangkutan tidak otentik atau kehilangan nilai otentisitasnya dan

¥ Effendie, Bahtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
(Bandung: Alumni, 2003), him. 23.
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hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan sepanjang akta
tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Dalam hal ini, akta notaris wajib di buat dalam bentuk yang sudah

ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta
notaris. Meskipun ada ketidak tepatan dalam pasal 38 ayat (3) huruf a

UUJIN yang telah menempatkan syarat subyektif dan syarat obyektif

sebagal bagian dari badan akta, maka kerangka akta notaris harus

menempatkan kembali syarat subyektif dan syarat obyektif akta notaris

yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal

demi hukum, oleh karana itu kerangka akta notaris harus terdiri dari :

1. Kepalaatau awal akta yang memuat:

a

b
C.
d

Judul akta;

. Nomor akta;

Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun;

. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan

notaris

Nama lengkap, tempat dan tanggel lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili

K eterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

2. Badan akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang

berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan notaris

atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai ha-ha yang

disaks kannya atas permintaan yang bersangkutan

3. Penutup atau akhir akta yang memuat :

a

b.

Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1) huruf | atau pasal 16 ayat (7);

Uraian tentang penandatangan dan tempat penandatangan atau
penerjemahan akta (bila ada)
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c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan,
jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan, penggantian.

Akta notaris sebagai aat bukti agar mempunya kekuatan
pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara
pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan dapat
dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan
sebagal alat yang mempunyal kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah
tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya
diserahkan kepada hakim. *°

Akta notaris mempunyal peranan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya masyarakat,
akan menambah pentingnya peranan akta notaris.

Mengingat besarnya peran akta notaris, maka pertimbangan
pembuat undang-undang ialah bahwa pembuatan itu sangat penting bagi
yang bersangkutan dan kepentingan pihak lain yang membutuhkannya.
Dengan campur tangannya notaris dalam membuat alat bukti perbuatan
itu, maka para pihak yang berkepentingan akan lebih sadar tentang
perbuatannya. Sehubungan dengan perbuatan itu dapat diatur sedemikian
rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan
hukum. Sebagaimana diketahui bahwa notaris bukan hanya berkewajiban
membuat akta yang diminta dibuat olehnya, tetapi juga harus memberikan
nasehat-nasehat hukum serta penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh
pihak yang memerlukan.

“0 Habib Adjie. Ibid., him. 124
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ANALISA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI REG.

NO.244/PK/PDT/2010

Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 yang merupakan
penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980.

Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata digukan
berdasarkan al asan-alasan sebagal berikut:

(@) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada
suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh
Hakim pidana dinyatakan pal su.

(b) Apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemukan surat-surat
bukti yang bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak
dapat diketemukan (novum).

(c) Apabilatelah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari
pada yang dituntut.

(d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya.

(e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soa yang
sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama
tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainya saling
bertentangan.

(f) Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang
bertentangan satu dengan lainnya.

Adapun tenggang/ jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali
dalam perkara perdata, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
1982 pada pokoknya menyatakan :

(@) Daam putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat,
keterangan saksi palsu dan atau bukti palsu, digukan dalam tenggang
waktu selama 6 (enam) bulan sgak putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap atau sejak hari diketahui/terjadinya hal-hal/alasan-alasan
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yang dimaksud, yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara
tertulis.
Dengan aasan adanya novum, Permohonan Peninjauan Kembali
digjukan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sgjak diketahui
atau diketemukannya suatu novum, yang hari serta tanggalnya dapat
dibuktikan secaratertulis.
Dalam hal putusan dianggap mengabulkan yang tidak dituntut atau
lebih dari pada yang dituntut atau putusan belum memutus suatu
bagian dari tuntutan/ gugatan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
dan atau putusan hakim perdata tersebut mengandung ketentuan-
ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya maka Permohonan
Peninjauan Kembali atas putusan hakim perdata itu harus digukan
dalam tempo waktu 6 (enam) bulan sgak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Untuk alasan karena adanya 2 (dua) putusan Pengadilan yang sama
tingkatannya, dalam perkara yang sama dengan subjek/ objek hukum
yang sama namun antara is satu putusan pengadilan dengan is
putusan pengadilan lainnya saling bertentangan, Permohonan
Peninjauan Kembali atas alasan tersebut digjukan dalam tenggang
waktu selama 6 (enam) bulan sgak putusan yang terakhir dan
bertentangan itu memperol eh kekuatan hukum yang tetap.
Permohonan peninjauan kembali digjukan kepada Mahkamah

Agung melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan Pengadilan

Negeri yang bersangkutan akan memberitahukan secepatnya dengan

memberikan atau mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali

tersebut kepada pihak lawan dari pemohon.

Dari runtutan hal tersebut di atas, dimana salinan putusan

peninjauan kembali dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa
adal ah sebagal berikut:

Untung Purnomo bertempat tinggal di Jalan Darmo Husada Indah
Timur 111/31 Surabaya. Dalam ha ini memberi kuasa kepada Ranto
Simanjuntak, SH, MH. dan kawan-kawan. Para advokad berkantor di

Universitas Indonesia

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012



gedung menara eksekutif (d/h Gd. Surya) 1t.15, J. M.H Thamrin Kav.
9 Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 20009.

Pemohon peninjauan kembali dahulu termohon kasasi/tergugat
VI/pembanding

e R.S Soebroto (almarhum) bertempat tinggal di Jalan Samanhudi 35

RT.2 RW. 5 Talaungan Sidoarjo, yang diteruskan oleh ahli warisnya:

1. Ny. Suharti bertempat tinggal di J. Waru 20 A Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

2. Drs. Suhardi bertempat tinggal di Komp. DKI B7 No.11 RT.11
RW 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta
Utara

3. Ny. Mariati bertempat tinggal di Jalan Billy Noon CH 2/16 RT.006
RW 010 Pondok Kelapa Jakarta Timur

4. Ny. Subandriati SG bertempat tinggal di Komplek DEKES /11
RT.007 RW. 006 Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada Indra Hery
Narno, SH dan kawan para advokad, berkantor di Jalan Raya Danau
Toba, Sawojgar, Maang berdasarkan kuasa khusus tanggal 18
September 2009.

Termohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi/ penggugat/

terbanding.

1. H. Toufik Soeharijono ditulis juga H. Soeharyono bertempat
tinggal di Jalan Bareng Tenis1V/574 A Malang.

2. Bambang Herwanto, bertempat tinggal di Jalan Cempaka X/12
RT.8 RW.13 Karangan Permai Jalan Alternatif Cibubur Bekasi

3. Soedaryono, bertempat tinggal di Jalan Selamet Riyadi No 149
Solo dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal nya.
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4. H. Zulkarnain Hasan, dahulu bertempat tingga di Jalan. Kali Batu
Timur IV/7\Jakarta Pusat dan sekarang tidak diketahui tempat
tinggal tetapnya.

5. Raden Mas Harmadi, dahulu bertempat tinggal di DesaTlekung
kecamatan Junrejo, kota Batu dan sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya,

6. Kastamun bertempat tinggal di Dusun Gangsiran Kelurahan
Tlekung, Kecamatan Junrgjo, Kota Batu, dan sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya.

7. Soeratriono, SH selaku eks PPAT batu beralamat di Jalan
Patimura N0.49 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu

8. Erik Sugianto ahli waris dam hal ini de facto sebagai pemengang
akta yang diterbitkan amarhum notaris/pembuatan akta tanah
ST.Sindhunata, SH., beralamat di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok
A.H No.28 Surabaya

9. Junaedi Gunawan, SH., Notaris /PPAT dalm hal ini de jure sebagal
pemengang protokol dari  notaripembuatan akta tanah
ST.Sindhunata, SH beralamat di Jalan Tenggilis Megoyo Blok A.H
No.28 Surabaya

10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu,
beralamat di Jalan Mawar No.12 Kota Batu.

Para turut termohon peninjauan kembli dahulu para termohon kasasi dan
para turut termohon kasasi/tergugat I, 11, 111, 1V, V, VI, VIII dan paraikut
tergugat/pembanding dan turut terbanding.

Bahwa berdasarkan buku kerawang Desa Tlekung, tanah milik
Hedinanto Mustakin dan Soedaryono kemudian di jua kepada
R.S.Soebroto (penggugat). Bahwa segjak tahun 1958-2000 tanah tersebut
masih atas nama Hedinanto yang telah dijual pada tanggal 20-08-1909
dengan disaksikan Rahadi dan Sugeng. Berdasarkan buku catatan desa
tidak pernah memutaskan atau menjual atau menghibahkan atau
perbuatan hukum lainnya kepada orang lain selain R.S.Subroto.bahwa
tanah-tanah yang dimaksud adal ah
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e Petok Kohir No. 93 Persil N0.94 Kls D 11 luas lebih kurang 14160 m?
An. Hedinanto batas-batasnyaterletak di antara
Sebelah Utara : Tanah P.Akup, P. Saun, B.Lasinah.
Sebelah Timur  : Tanah P Gimin, P.Raim,
Sebelah Selatan  : Tanah Wonokoyo, P. Kasiyan, P.Jamari
Sebelah Barat : Tanah P. Saruwi
e Petok Kohir N0.930 Persil N0.94 Kls D Il luas lebih kurang 23.600 m?
An. Hedinanto batas-batasnyaterletak di antara:
Sebelah Utara  : Jalan Desa, Tanah P. lasimah.
Sebelah Timur  : Tanah Wonokoyo
Sebelah Selatan  : Tanah P.Jayudi, P. Sampun.
Sebelah Barat . Tanah Wonokoyo.
o Petok Kohir N0.236 Persil 94 Kls D 11 luas Iebih kurang 4100 m* An.
Mustakim batas-batasnya terletak di antara.:
Sebelah Utara  : Tanah Wonokoyo
Sebelah Timur  : Tanah. P.Tarip
Sebelah Selatan  : Tanah P.Saun.
Sebelah Barat : Tanah Wonokoyo
e Petok Kohir No. 362 Persil No.6 Kls D 11 luas lebih kurang 1000 m?
An. Ranu alias Sadimin batas-batasnya terletak diantara :
Sebelah Utara @ Jalan Besar.
Sebelah Timur  : Tanah P.Samad
Sebelah Selatan  : Sungai, Tanah Desa.
Sebelah Barat : Jalan Desa

R.S.Soebroto (Penggugat) pada tahun 1983 memberikan surat kuasa
dibawah tangan kepada anaknya yaitu H. Taufik Soeharijono ditulis juga
H. Soeharyono (Tergugat |) seluas 14160 m? dan Bambang Herwanto
(Tergugat 11) seluas 23.660 m* dan 4100 m?, untuk mengurus surat-surat
tanah tesebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dari tingkat Desa
sampai terbit sertifikat hak milik.
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Tanah-tanah tersebut digadaikan menggunakan (3) tiga lembar surat daftar
keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA nomor 762 kepada Soedaryono
(Tergugat 111) bertindak sebagai kuasa lisan dari H. Zulkarnaen (Tergugat
V) selaku Direktur FIRMA “Hadji Hassan Ali & Son’'s berkedudukan
diJakarta. yang dituangkan dalam “Akta lkatan Menjua dan Membeli
No0.125 tanggal 26 Juli 1983 dan No0.30 tanggal 6 Agustus 1983 yang
diterbitkan olen NotariPPAT St.Sindhunata,SH (alm) sehingga telah
mel akukan perbuatan melawan hukum.

Pada tanggal 9-3-1990 (sembilan maret seribu sembilan ratus sembilan
puluh) HAJ ZULKARNAIN (Tergugat 1V) menjual kepada RADEN
MAS HARMADI (Tergugat V) dengan Akta Jual Beli No.162, No.161,
No0.160, No.159/111/BATU/1990 yang dibuat dihadapan SOERATRIONO,
SH selaku PPAT.

Pada tahun 1990 KASTAMUN (tergugat VII) Kepaa Desa Tlekung
menerbitkan surat keterangan riwayat tanah No.
KRT/593/429.510.311/VI1/90 tanggal 20 Juli 1990 mengetahui Camat
Batu Maang Soeratryono, SH, (Tergugat VIII) pada buku C No. 1294
Persil 76 D.30 Luas 1000 m? Persil 94 D.36 luas kurang lebih 14.160 m?
Persil 94 D.36 luas kurang lebih 4.100 m? Persil 94 D.36 luas kurang lebih
4.100 m? dan Persil 94 D 36 luas 23.660 m* bahwa sejak tahun 1960 tanah
tersebut atas nama Haji Zulkarnain (Tergugat 1V) dengan Nomor C1294.
memasukkan dalam akta jua beli tanah yang terletak di Desa Tlekung
K ecamatan Junrejo kota Batu Malang seluas 42.920 m?.

Pada tanggal 20-7-1990 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan
puluh) Raden Mas Harmadi (Tergugat V) menjua kembali kepada
Untung Purnomo (Tergugat V1) dengan Akta Jua Beli N0.739, No.738,
No0.737, No0.736 /VII/ 1990 yang dibuat dihadapan Soeratriono, SH
(Tergugat VII1) selaku PPAT. Tanpa adanya bukti kepemilikan atas objek
tanah dimaksud, tetapi hanya berdasarkan surat ketetapan Ipeda An. H.
Zulkarnain Hasan Ali tanggal 16 -11-1987 (bukan merupakan bukti
kepemilikan) dan surat keterangan riwayat tanah tersebut.
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- Berdasarkan Akta Jual Beli N0.736 tangga 20 Juli 1990, No. 737 tanggal
20 Juli 1990, No. 738 tanggal 20 Juli 1990 dan No. 739 tangga 20 Juli
1990 tersebut oleh Untung Purnomo (Tergugat VI) dipakai, untuk
mengurus/memproses sertifikat hak milik atas tanah An. Untung purnomo
ke kantor BPN kab. Malang sehingga terbit setifikat-sertifikat hak milik
No. 149 tangga 15 Januari 2000, No. 150 tanggal 5 Januari 2000, No. 151
tanggal 5 Januari 2000 dan No. 153 tanggal 24 Januari 2000 An. Untung

Purnomo.

241 AMAR PUTUSAN
2.4.2.1 Pengadilan Negeri Malang

Pada tanggal 23 Agustus 2004 RS.Soebroto mengajukan gugatan,

berikut revisi gugatan 7 Oktober 2004 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Malang dengan nomor 103/PDT.G/2004/PN.MLG, tanggal 14 Juli
2005 memutuskan:

1
2.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

Menyatakan perbuatan tergugat | dan tergugat |1 menggadaikan tanah-

tanah obyek sengketa milik penggugat kepada tergugat IV melalui

tergugat 11l tanpa izin penggugat adalah perbuatan melawan hukum

yang merugikan penggugat.

Menyatakan Akta Jual Beli N0.125 tanggal 26 Juli 1983 Notaris ST.

Sindhunata, SH dan akta N0.30 tanggal 6 Agustus 1983 Notaris PPAT

yang sama adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak

mempunyai kekuatan mengikat para pihak dan penggugat.

Menyatakan tanah sengketa tersebut diatas adalah sah menurut hukum

milik penggugat

Menghukum ikut tergugat | secara de facto pemegang akta-akta yang

diterbitkan ST. Sindhunata, SH dan ikut tergugat Il secara de jure

Notaris/PPAT yang ditunjuk sebagai pemegang protokol dari

ST.Sindhunata, SH untuk mentaati putusan ini.

Menyatakan:

a. AktaJua Beli PPAT N0.162/V11/1990 tanggal 9-3-1990 serta akta
jual beli No.739/VI1I/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagal dasar
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pembuatan sertifikat hak milik No.149 batal demi hukum serta
tidak mempunyal kekuatan hukum yang mengikat

b. Akta Jua Beli PPAT No0.161/BATU/III/1990 tanggal 9-3-1990
serta akta jua beli No.738/V11/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai
dasar pembuatan sertifikat hak milik No.150 batal demi hukum
sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

c. Akta Jual Beli PPAT No0.160/BATU/I11/1990 tanggal 9-3-1990
serta akta jua beli No.737/V11/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai
dasar pembuatan sertifikat hak milik No.151 batal demi hukum
sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

d. Akta Jua Beli PPAT No0.159/BATU/II1/1990 tanggal 9-3-1990
serta akta jual beli No.736/V11/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai
dasar pembuatan sertifikat hak milik No.153 batal demi hukum
sertatidak mempunyal kekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan sertifikat Hak Milik No.149, N0.150 No.151 dan No.153

atas nama Untung Purnomo batal demi hukum

Menghukum tergugat I/1I/IN/IVIVIVIIVII atau sigpa Sga yang

menguasal tanah obyek sengketa tanpa hak untuk mengosongkan

segera setelah putusan ini selesal dibacakan, jika perlu dengan upaya
paksa pihak yang berwenang atau menghukum para tergugat tersebut
untuk membayar kerugian tanah sengketa kepada penggugat sebesar

RP.4.562.396.000,- (empat miliyar lima ratus enam puluh duajuta tiga

ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) seketika pada saat putusan ini

selesai dibacakan.

Menghukum tergugat I/11/I1I/IVIVIVIIVII secara tanggung renteng

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.270.396.000,- (dua ratus tujuh

puluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada
penggugat seketika setelah putusan perkaraini dibacakan.

Menghukum tergugat I/11/I11/IVIVIVIIVII secara tanggung renteng

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan mengosongkan tanah
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obyek sengketa tersebut kepada penggugat terhitung sejak putusan ini
dibacakan.

11. Menyatakan penyitaan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa
adal ah sah dan berharga.

12. Menghukum ikut tergugat I, 11 dan |11 mentaati putusan ini.

13. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

14. Menghukum para tergugat dan para ikut tergugat untuk membayar
biaya pekaraini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.349.000,- (tigajuta
tigaratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

2.4.2.2 Pengadilan Tinggi Surabaya

Berdasarkan  putusan Pengadilan  Tinggi Surabaya No
358/PDT/2007/PT.SBY pada tanggal 16 November 2007 adalah sebagai
berikut:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI, VI,
VIl dan Kuasa Turut Tergugat I11- Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maang tanggal 14 Juli 2005
Nomor: 103/Pdt.G/2004/PN.MIg yang dimohonkan banding tersebuit;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI
Menolak ekseps Tergugat VI,VIILVIII dan Turut Tergugat IlI-
Pembanding;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat-Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara
daam kedua tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.250.000,- (duar ratus lima puluh ribu rupiah);

2.4.2.3 Peradilan Tingkat Kasasi
Mengaukan memori kasas 16 Januari 2008 pemberitahuan
terakhir 27 Januari 2008 para pembanding 13 Februari 2008 diberitahukan

lewat memori kasasi dan digukan jawaban yang dikirim panitera

UniversitasIndonesia
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012



51

Pengadilan Negeri tangga 21 Februari 2008 Dalam putusan kasas
N0.1845K/PDT/2008 yang telah berkuatan hukum tetap adalah sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: R.S. Soebroto
tersebut.

2. Membatakan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No0.358/ PDT/
2007/ PT.SBY . tanggal 16 November 2007 yang membatal kan Putusan
Pengadilan Negeri Maang No0.103/pdt.G/2004/PN.MLG tangga 14
Juli 2005.

2.4.2.4 Peninjauan Kembali (PK)

Dalam amar putusan peninjauan kembali No. 244 PK/PDt/2010
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat
terdapat cukup adasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan
kembali dari pemohon peninjauan kembali Untung Purnomo dan
membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1845 K/PDT/2008 tanggal
16 Desember 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadli kembali
perkaraini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Bahwa pemohon peninjauan kembali (dahulu termohon kasasi/
pembanding/tergugat V1) mengajukan bukti baru (novum) terhadap
Putusan Mahkamah Agung No. 1845 K/Pdt/2008, tanggal 16 Desember
2008, dengan perincian sebagai berikut :

1) Putusan perkara pidana No. 897/Pid.B/PN.Mlg, tertanggal 08
September 2008, Pengadilan Negeri Malang, atas nama terdakwa
Untung Purnomo (bukti PK-1) ;

2) Surat keterangan dari desa Tlekung no0.590/102/422.620.003/2009,
tanggal 03 April 2009, yang ditandatangani Eni Mulyati selaku Kepala
Desa Tlekung , Kecamatan Junrejo Kota Batu ( bukti PK-2);

3) Surat keterangan No. 470/119/422.620/2009, tertanggal 14 april 2009
yang ditandatangani oleh Misbachussur, SH, MH, selaku Camat
Junrgjo (bukti PK-3);

UniversitasIndonesia
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012



24.3

52

Bahwa bukti PK-2 dan PK-3 tidak dapat dikategorikan sebagai
bukti yang menentukan, dan bukti tersebut dibuat sesudah putusan;

Bahwa berdasarkan putusan pidana No0.897/Pid.B/PN.MLG jo
No0.1190/K/Pid/2009 ternyata terdakwa Untung Purnomo (Pemohon
Peninjauan Kembali) dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan (primair, memasukan keterangan palsu dalam
akta, subsidair, memakai akta palsu, lebih subsidair, menyuruh melakukan
atau turut melakukan membuat surat pal su);

Menimbang, bahwa M ahkamah Agung berpendapat terdapat cukup
alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali: Untung Purnomo tersebut dan membatalkan putusan
Mahkamah Agung No. 1845 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008
sehingga mahkamah agung akan mengadili kembali pekara ini dengan
amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali
dikabulkan maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk
membayar biaya pekara dalam semua tingkat peradilan dan dalam
pemeriksaan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon
peninjauan kembali : Untung Purnomo tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R. No. 1845
K/PDT/2008 Tanggal 16 Desember 2008.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA [|IKATAN MENJUAL DAN
MEMBELI

Akta notaris sebagaimana diuralkan UUJN mempunya sifat
otentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaan (keabsahannya)

karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai
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dengan yang dimaksud pada pasal 1870 KUHPerdata bertalian dengan
pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1870 KUHPerdata berbunyi: “suatu akta
otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-
orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang
apa yang dimuat didalamnya’.

Akta notaris selain sebaga undang-undang bagi mereka yang
membuatnya sesuai dengan bunyi pasal 1337 jo 1338 KUHPerdata, juga
merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 1866 KUHPerdata yang tertulis sebagai berikut: “Alat-alat
bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-
persangkaan; pengakuan; sumpah”.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum
dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang
sempurng, tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim
terikat karenanya. Grosse akta notaris sama kedudukannya dengan vonis
hakim yang tetap dan pasti dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menurut undang-undang suatu akta resmi mempunya kekuatan
pembuktian yang sempurna artinya suatu pihak memajukan suatu akta
resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang
dituliskan didalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim
tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual lahir
dari suatu janji, dimanasi penjual diberikan hak untuk mengambil kembali
barangnya yang telah dijual, dengan mengembalikan harga pembelian
yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh
s pembeli) untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya,
begitu pula biaya-biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan
pengeluaran-pengeluaran  yang menyebabkan barang yang dijual
bertambah harganya (Pasal 1519-1532 KUHPerdata). Jual beli yang
demikian dinamakan dengan jua beli dengan janji membeli kembali. Jika
hak tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama maka waktu
itu diperpendek sampai 5 (lima) tahun apabila si penjual lalai melakukan
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penuntutannya untuk membeli kembali didalam tenggang waktu yang
telah ditetapkan, maka tetaplah si pembeli sebaga pemilik barang yang
telah dibelinya itu (Pasal 1520-1521KUHPerdata). Perjanjian tadi
merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual diberi kekuasaan secara
sepihak dan diluar pengadilan membatalkan perjanjiannya. Apabila telah
berakhir jangka waktu yang diperjanjikan itu, pembeli akan menjadi
pemilik yang tetap.

Dalam suatu perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali
barang tentu dimaksudkan bahwa si pembeli selama jangka waktu yang
diperjanjikan itu tidak akan menjual barangnya kepada orang lain, karena
setiap waktu si pembeli dapat disuruh menyerahkan kembali kepada si
penjual. Tetapi apabila pembeli menjual barang itu kepada pihak ketiga,
dan barang itu adalah barang bergerak, maka pembeli yang kedua/ pihak
ketiga ini adalah aman. Pihak ketiga tidak dapat dituntut untuk
menyerahkan barang itu kepada penjual yang pertama. Penjual hanya
dapat menuntut ganti rugi dari si pembeli yang telah membeli dengan janji
tersebut diatas, tetapi telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu
memenuhi janjinya. Lain halnya jika yang diperjua belikan suatu benda
tak bergerak. dalam hal ini si penjual yang telah meminta diperjanjikannya
kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual, boleh
menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua atau pihak ketiga
meskipun dalam perjanjian kedua itu tidak disebutkan tentang janji
tersebut. dengan kata lain jika yang diperjua belikan itu suatu benda tidak
bergerak, maka janji untuk membeli kembali yang telah diadakan untuk
kepentingan si penjua harus ditaati oleh pihak ketiga.®

Syarat sahnya perjanjian diujudkan dengan akta notaris. Syarat
subyektif dicantumkan pada awal akta sedangkan syarat obyektif di
cantumkan dalam badan akta sebaga is akta Is akta merupakan
perujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak
dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak

menegana perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal

% |bid., him. 86.
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akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris yang tidak
memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu akta
tersebut dapat dibatalkan.

Jika dalam is akta tidak memenuhi syarat obyektif maka akta
tersebut batal demi hukum. Oleh karena pasal 38 ayat (3) huruf a UUJIN
telah menentukan bahwa syarat subyektif dan syarat obyektif bagian dari
badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan
dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika digjukan untuk
membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subyektif maka
dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat
subyektif. Syarat subyektif ditempatkan sebagal bagian dari awal akta,
dengan alasan meskipun syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak
ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu,
maka isi akta yang berisi syarat subyektif tetap mengikat para pihak, hal
ini berbeda jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak
pernah ada.

Kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta
Notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan
perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagal alat
pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada
pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.*

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA
KALI

Daam perjanjian jua beli, perjanjian jua beli barang milik orang
lain dianggap batal, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal
1471 KUHPerdata menyatakan: “jual beli barang adalah batal dan dapat
memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga jika si

pembeli tidak telah mengetahui barang itu kepunyaan orang lain”.

“2 Tobing, Op.Cit, him. 54.
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Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat
dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebgal tanda
bukti yang bersifat kuat, maka dibuatlah ketentuan pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda
bukti hak yang bersifat kuat apabila memenuhi unsur-unsur secara
kumulatif yaitu;

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.

3. Tanah dikuasai secaranyata.

4. Daam waktu 5 tahun sgak diterbitkannya sertifikat tidak ada yang
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mengena penguasaan tanah atau
penerbitan sertifikat.

Secara lengkap bunyi ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24
Tahun 1997 menyatakan:

Dalam ha suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat

lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

(lima) tahun sgak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat

dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenal penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat tersebut.

Ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tanah tidak bisa digugat,
disatu sis memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
rakyat kecil yang sgauh ini belum sepenuhnya paham hukum.
Pengumuman penerbitan sertifikat tanah di kantor kepala desa’kel urahan
atau media masa tidak menjamin masyarakat dapat mengetahua atas
adanya pengumuman sehubungan dengan penerbitan sertifikat.

Dengan menerapkan kedua asas ini yaitu asas itikad baik/
kebenaran dan asas nemo plus yuris akan memberikan perlindungan

hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah tentunya penerapan
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kedua asas ini harus diikuti pula dengan asas penguasaan fisik atas tanah
dimaksud karena dengan menguasai secara fisik dan tanpa ada keberatan
dari pihak lain, itu bearti masyarakat telah mengakui kepemilikan
seseorang atas tanah yang dikuasainya itu. Dengan menguasai terus
menerus atas tanah termaksud bearti secara tidak langsung pemilik tanah
itu terhindar dari prinsip rechtsverwerking. Prinsip ini menyatakan bahwa
pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah harus mempertahankan
haknya akan tetapi kalau pemilik tanah tidak memelihara atau
mempertahankan haknya atas tanah termaksud berarti dia telah
mel epaskan haknya.

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang pendaftraran tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak
didalam daftar buku atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa
orang yang seharusnya berhak atas nama itu akan kehilangan haknya
Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dari buku
tanah sebagal orang yang berhak. Didalam asas nemo plus yuris,
perlindungan diberikan pada pemegang sebenarnya maka dengan asas ini
selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari
orang yang merasa sebagal pemilik sebenarnya.

Berkenaan dengan kedudukan PPAT dinyatakan dalam peraturan
pendaftaran tanah yang baru ini, bahwa fungsi PPAT berada di dalam
rangkaian pel aksanaan pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor
Pertanahan sebagai pel aksana pendaftaran tanah dengan menyediakan alat-
alat bukti yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah tertentu. Oleh karenanya ketepatan, kepastian dan
kebenaran informasi yang tertuang dalam akta yang dibuatnya sangat
menentukan bagi proses pendaftaran dan pemberian perlindungan hak atas
tanah warga masyarakat. Konsekuensinya PPAT disamping harus
bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran isi akta, juga wajib
menyampaikan akta dan warkah-warkah lainnya kepada Kantor
Pertanahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sgjak penandatanganan akta
ini berbeda dengan keadaan sebelumnya karena selama ini kedudukan
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PPAT dipandang seakan-akan independen sepenuhnya dan tidak perlu
bertanggung jawab kepada siapapun mengenal isi akta dan penyampaian
akta ke Kantor Pertanahan pun dianggap hanya sebagai pelayanan dan
bukan kewajiban. Oleh karenatugas ke-PPAT-an merupakan sebagian dari
tugas pendaftaran tanah, maka tugas itu harus dilaksanakan di seluruh
wilayah Indonesia dan keberadaannya harus menjangkau seluruh Wilayah
Nusantara, baik di daerah yang sudah berkembang maupun yang terpencil.
Berkenaan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
menegaskan bahwa pejabat pemerintah yang juga dapat diangkat sebagai
PPAT sementara adalah Kepala Desa. Penunjukan Kepala Desa terutama
dilakukan di wilayah yang terpencil yang tidak mungkin dilayani oleh
PPAT sehingga masyarakat dipermudah untuk melakukan perbuatan
hukum berknaan dengan tanah dan memperoleh aktanya.®®

Bahwa ketiadaan alat bukti tertulis (data yuridis) sebagal
pembuktian penguasaan atas hak-hak lama atas tanahnya tidak
menghalangi seseorang untuk dibukukan haknya. Alat bukti lain bisa
digunakan sebagaimana dengan pernyataan penguasaan fisik dengan
syarat-syarat di atas, namun kebenaran alat-alat bukti tersebut terlebih
dahulu dilakukan dengan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang
tanah yang bersangkutan yang dituangkan dalam daftar isian. Daftar isian
tersebut diumumkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan menggukan kebertan. Secara teknis, pengumuman
dilakukan selama 30 tahun (untuk pendaftaran tanah sistematik)
ditempatkan pada kantor Panitia Ajudikas dan kantor Desakelurahan
sertatempat lain yang dianggap perlu, dapat pula dilakukan melalui media
massa.

Secara yuridis, lembaga pengumuman ini berdampak bahwa jika
dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan,
diupayakan secepat mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah
mufakat, apabila upaya berhasil, dibuatkan Berita Acara Penyelesaian,
namun apabila upaya tidak berhasil, maka diberitahukan kepada yang

% Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Madar Maju,
2008), him. 154,
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keberatan untuk mengagukan gugatan ke pengadilan. Berkenaan dengan
pengumuman data yuridis tanah, masyarakat dapat memberikan kesaksian
untuk memperkuat kepemilikan orang lain atas sebidang tanah, terutama
jika aat-alat bukti tertulis tidak tersedia. Ini memberi makna bahwa
pemerintah menyadari kondisi di masyarakat yang banyak di antara
masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara tertulis dimana
dalam hukum adat hal ini tidak menyalahi.?

Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi
menuntut haknya, apabila dalam jangka waktu 5 tahun sgak
diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau
tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenal penguasaan tanah atau
penerbitan sertifikat, Inilah yang disebut rechtsverwerking.

Dengan berbaga &aasan, ada sgja orang-orang tertentu yang
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan dan kemudian tanah itu dikerjakan
orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hak seseorang
tersebut untuk menuntut kembali tanahnya menjadi hilang. Dengan kata
lain, orang tersebut telah menelantarkan tanahnya dan pencatatan nama
orang lain dalam sertifikat dipandang definitip setelah jangka waktu 5
(lima) tahun tersebut. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan
penegasan terhadap sistem publikas negatif yang bertendensi positif dan
pendaftaran tanah yang diamanatkan dalam UUPA. Selama ini orang yang
tercantum namanya dalam sertifikat selau dihadapkan pada kemungkinan
adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunya hak atas bidang
tanahnya. Tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang
tercantum dalam sertifikat akan bebas dan kemungkinan adanya gugatan
setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak
tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad

2 |bid., him 145
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baik dan dikuasal secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan atau
kuasanya.

Ketentuan tersebut ditambah lagi dengan adanya proses
pemeriksaan tanah dalam rangka penetapan hak, yakni pengumpulan dan
penelitian data yuridisnya sehingga dengan pemeriksaan tanah tersebut
hasilnya diharapkan dapat mendekati kebenaran materil dan atas hak yang
menjadi dasar penetapan haknya. Sebagal ketentuan yang berasal dari
Hukum Adat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan
dimaksud kelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40)
dengan menegaskan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena
diterlantarkan. Ketentuan ini tentunya merupakan penerapan ketentuan
hukum yang sudah ada dalam Hukum Adat (bukan menciptakan hukum
baru), yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dan Hukum
Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam
penerapan ketentuan dalam UUPA terutama mengenal penel antaran tanah.

Oleh karena lembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari
ketentuan hukum adat yang tentunya tidak tertulis, maka penerapan dan
pertimbangan mengenai terpenuhinya persyaratan yang bersangkutan
dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakim yang mengadili sengketa
keefektivitas dari lembaga rechtsverwerking tersebut terletak pada hakim
sebagal pemutus perkara para pihak yang bersengketa yang menjadikan
tanah yang sudah bersertifikat sebagai obyek perkaranya, sebaliknya
Hakim juga harus memperhatikan ketentuan tersebut karena sebagai
lembaga yang berasal dari Hukum Adat maka lembaga dimaksud diyakini
merupakan hukum yang hidup dalam kenyataan kehidupan dalam
masyarakat.

Daam Yurisprudenss MA No. 123/K/Sip/1971 pendaftaran tanah
hanyalah perbuatan administrasi belaka, artinya bahwa pendaftaran bukan
merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak
atas tanah dalam jua beli. Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran
merupakan pembuktian yang kuat mengena sahnya jual beli yang
dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang
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beritikad baik. Administrasi pendaftaran bersifat terbuka sehingga setiap
orang dianggap mengetahuinya. Pasal 19 UUPA mengatur mengenai
pendaftaran tanah. Dan sebagai pelaksanaan dari pasa 19 UUPA
mengenai pendaftaran tanah itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut pasal 19 PP
Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa “objek pendaftaran tanah adalah
bidang-bidang yang dipunyai dengan hak milik, HGU, HGB, hak pakai,
tanah pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak
tanggungan dan tanah Negara’.

Apabila hakim telah benar-benar memperhatikan dan menerapkan
ketentuan rechtsverwerking tersebut dalam putusannya pada sengketa-
sengketa pertanahan, maka dua kepentingan akan terpenuhi, yakni
pertama, kepentingan para pemegang sertifikat bahwa dengan memiliki
sertifikat akan menjamin kepastian hukum baginya, kedua, kepentingan
bagi penguatan asas publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di
Indonesia yang mengarah kepada positif, sehingga sertifikat benar-benar
merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
dalam pemilikan dan penguasaan atas tanah dapat terpenuhi.

Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang
diatur dalam UUPA mencakup tiga hal, yaitu kepastian mengenai obyek
hak atas tanah, kepastian mengenai subyek hak atas tanah dan kepastian
mengenal status hak atas tanah.
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BAB I
PENUTUP

SIMPULAN
Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada
beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Kedudukan akta ikatan menjual dan membeli yang dibuat oleh notaris
merupakan perjanjian pendahuluan, dalam hal ini sesua dengan
kesepakatan para pihak apabila tidak ada kesepakatan batas waktu
maka undang-undang memberikan batas waktu selama 5 (lima) tahun
apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka terjadilah jual beli

dengan sendirinya.

2. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga apabila dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat tidak ada gugatan
dari pihak lain, maka bukti hak tersebut merupakan data yang benar
dan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi
pemegang sertifikat.

SARAN
Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada
beberapa saran yang dig ukan oleh penulis, yaitu :

Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang
hadir dihadapan notaris, karena pihak pengikatan jua beli bukanlah akta
jua beli melainkan perjanjian pendahuluan, sehingga para pihak benar-
benar mengetahui haknya.
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PUTUSAN
No. 244 PK/PdY/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
raemeriksa perkara perdata dalam peninjauan xembali telah memutuskan
sebagai berikul dalam perkara -

UNTUNG FURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Darmeo Husada

Indah Timur 11131, Surabaya, dalam nal ini memberi kuasa

kepada RANTO SIMANJUNTAK, SH., MH.. dan kawan-kawan,

para Advokat, berkantor di Gedung Menara Eksekutif (d/h Gd.

Surya) Lt 15, Jl. M.H. Thamrin Kav.8, Jakarta, 10350,

Lerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2029 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahuly Termonon Kasasi/

Tergugat VI/Pembanding ;

MELAWAN

R.S. SOEBROTO (almarhum), bertempat tinggal di Jalan

Samanhudi 35 RT. 2/RW. 5§, Tulaurgan Sidoarjo, vang

diteruskan oleh ahliwarisnya -

1. NY. SUHARTI, bertempat tinggal di Jalan Waru 20 A,
Rawamangun RT.007 RW.009, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur -

Drs. SUHARDI, beitermpat tinggal di Kompl. DKI B7 No. 11

RT. 011 RW. 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan

Tanjung Priak, Jakarta Utara

NY. MARIYATI, bertempat tinggal dj Billy Noon, Blek CH 2/16

RT. 00E RW 010, Pondok Kelapa, Jakarta Timur -

- +NY. SUBANDRIAT!, SH., bertempat tinggal di Komplek
DEKES /Il RT. 007 RW. 008, Jat] Bening, Pondok Gede,
Bekasi ; )

bed

Led

I

Dalam hal ini keempatnya memberi kuzsa kepada INDRA
HERY NARMO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di
Jalan Raya Danau Toba, Sawojajar, Malang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2009
Terrnohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;

D AN
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T H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga H. SOERHARIYONO
beitempat tinggal di Jalan Eareng Tenis 1v574 A, Malang :

2. BAMBANG HERWANTQ, bertempat tinggal di Jalar
Cempaka X112 RT 08/RW. 13 Kranggan Permai, Jalar
ﬂlte:hatff, Cibubur, Bekasi : '

3. SOEDARYOND, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi

No. 149, Solo dan sexarang tidak diketahy| térnpat tinggal

tetapnys

H. ZULKARNAIN HASSAN, dahuly bertempai tinggal di Jalan

Kal Baru Timur AT, Jakarta Pusat dan Sekarang tidak

.I r-L

diketahui terpat tinagal letapnya ;

9. RADEN MAS HARMANDI, dahuly bertempat tinggal di Desa
Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Baty dan sekarang tidak
diketahui tempat tinggal tetapnya - '

(=]

KASTAMUN, berternpat tinggal di  Dusun Gangsiran,
Kelurahan Tlekung, Kecamatan Junrejo,Kota Baty :
SDERATRJDND, SH., selaku eks PFAT Batu, beralamat di
dalan’ Paitimura No. 49, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu,
rota Batu :

=

8. ERIK SUGIANTO. ahliwaris yang de facto pemegang akfa-
akta yang dilerbilkan almarbium Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tarah 8T, Sindhunata, SH.. beralamat di Prapen Indah

. Blok E No. =k Surabaya

8. JUNAED| GUNAWAN, SH., Notaris/PPAT dalam hal ini de
lure sebaqai PEMegang protokol dari Notaris/Pembuat Akte
Tanah ST. Sindhunata, SH., beralamat di Jalan Tenggilis
Mejoyo Blok A.H No. 28, Surabaya

1D.KEPAILﬂ KANTOR BADAN PERTANAHAN _ NASIONAL
(BPN) Kota Batu, beralamat i Jalan Mawar No. 12, Kota
Batu ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembalj dahulu para
Termohon  Kasasi dan  para Turut Termohon
Kasash‘Tergugat e Wy 10098, VI, VIl dan para Jkut
TergugaﬂPembanding dan Turut Terbanding :

Mahkamah Agung tersebut -

Membaca surat-surat yang bersangkutan :
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kurang lebih Rp.4.562.396.000. - (empat mily

tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah; ;

ar lima ratus enam puluh dua juta

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Luas keseluryhan tanah milik Fenggugat . 14.160 m? + 23.650 m* + 4,100
m? + 1,000 m? = 42.920 m? -

Harga permeter tanah tersebut sekarang adalah Rp.100,000 - {(seratus ribu
rupiah} / m? x 42.620 = Rp.4.292,000.000 - (empat milyar dua ratus sembilan
puluh dua juta rupiah) :

b. Kerugian ticak dapat menguasal dan mengelola tanah tersebut selama 21
tahun, yaitu sejak tahun 1983/2004. dengan nilai keuntungan barsik apabila
mengelola lanah tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / hektar
areftahun, maka total kerugian karena tidak dapat mengelola tanah tersebut
adalah Rp.3.000.000,- (tiga juia fupiah) x 4.292 x 21 = Rp. 270.395.000,-
(dua ratus tujuh puluh iuta tiga raius sembilan puluh enam ribu rupiah) :

Bahwa cleh karena itu, jelas Perbuatan hukum yang dituangkan dziam
perjanjian jual beli dalam Akta No, 125 ‘anggal 26 Juli 1983 Notaris/PPAT ST,

Sindhunata, SH. (almarhum) sera Akia Notaris No. 30 tanggal 6 Agustus 1983

diterbitken oleh NotarisiPPAT Y4rg sama, adalah perbuatan yang melawan

hukum, oleh karenanya adalah wajar dan pada tempatnya jika akta notaris
ikatan untuk menjual dan mempeii tersebut yaitu Akta No. 125 tanggal 26 Juli

1883 dan No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 terse:but di atas dinyatakar batal dem;

hukum, karena dibuat berdasarkan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa demikian juga jika dipelajari di dalam akta notaris tersebut di atas,
jelas mengandung cacat yuridls, karena : |

a. Bahwa daiam akta tersebut disebutkan letak tanah-tanah Penggugat di
Kotamadya Malang yang benar adalah Kabupaten Malang (sekarang Koia
Batu) :

b. Bahwa sebanai bahan ikstan jual beli surat-surat yang dipakai adalah surat
bukti pembayaran pajak, bukan Petok D :

¢. Bahwa dengan demikian patut kiraya akta tersebut dinyatakan batal demi
hukum, atau dinyztakan dibatalkan dem hukum, serta tidak mempunyai
kekuatan hukum apapun terilﬂ.adap para pihak, serta tidak mengikat
Penggugat ; . |

Berdasarkan uraian di atas, wajar dan pada tempatnya jika FPenggugat

mengajuxan gugatan ini terhadap para Tergugat | sfo VIII dan Ikut Tergugat |

sid lkut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Kota Malang, karena
pertimbangan : Tergugat |, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIl dan Ikut
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'ergugat beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Kota Malang
seéngketa ada g; wilayah Fengaditan Negeri Kota Malang ;

dan obyak

Bahwa Kepala Kantor BPN Kabupaten Malang dilkutkan dalam gqugatan

ini sebagai lkut Tergugat || Karena saat i lelah menerbitkan sertifikat hak milix

(SHM) atas nama Tergugat vy Untung Purnome. Masing-masing serifikat hak

milik terseby: adalah : .

3. SHM Ng.14g 2/ Untung Purnomop, Surat Ukyr tanggal 12/10/1g9g No,
DUGd‘FHQQQ, luas 1005 R

0. SHM Ne.150 aip Untung Purnomo, Surat Ukur ‘anggal 12/10/199g No.
D{]G433‘]995, luas 23.767 ms ;

C. SHM No.151 a/m Ur.rung Purnome, Surat Ukur tanggal 12/10/1899 No.
00042/1599, |yas 4.092 m2 )

d. 8HM No. 153 ain Untung Purnemo, Sirat Ukur tanggal 12/10/19939 No.
00044/1599 luas 14,558 m: :

Bahwa tanah-tanah/keb 1 Kopi yang tersebut dalam SHM No.140 Ne. 130,

No.181, dan Na. 1583 tersebut lepatnya terlelak di Provins Jawa  Timur

Kabupaten Malang (s&karang Kotamadya Batu), Kecamatan Junrejo, Dess

Tlekung :

Bahwa mengincat PENEitan - sertifil-at ersebyt didasarkan atas
keterangan palsultidak banar yaitu mengena; riwayat tapah yang diterbitkan
oleh Tergugat | yang tercantum di dalam Akta PPAT tersebut di bawah in; ;

a. SHM Ng. 149, Petunjuk N 305:4229/109g Petok D No. 1294/76/D.30.
FPengumuman *al. 18:10-1998 No. 81871999 berdasarkan akts lual Beli tg!
8-3-1990 Ne 182/111/Batu/199g daan AJB tgl, 20-7-1990 No. 739111890
yang dibuat oleh dan d; hadapan Saeratrjono, S H. selaky PPAT -

b. SHM No. 150, Petunjuk : D] 305 423011899 Petok D No. 1294/94/D 25
Pengumuman tgl. 18-10-1599 No.819/1999 berdasarkan AJg tal. 9-3-1980
No.‘!B']!EATLHI‘HHQQD dan AJB tgl, 20-7-1930 No.738/NVIIt119g0 yang dibuat
oleh dan dj hadapan Sogratriono, S.H. selaku PPAT -

¢ SHM Nao. 1587, Petunjuk : oy 305.4231/19g9 Petok O Ng, 1249/84/D 35
Pengumuman 'al 18-10-1999 No. 820/1999 berdasarkan AJR tgl. 9-3-1990
ND.16UHHIBATUIJQQD_dan AJB té!. 2D—?~1.99{} No.737/\VI111ag0 yang dibuat
oleh dan dj hadanan SDE{E’[F]DHO, SH, selakuy PPAT : :

d. SHM No.153, Petunjuk : DI 305 4228/1999 Petok D No. 1294/34/D.35

Yang dibuat oleh dan di hadapan Seerat;innm, SH. selaku PPAT :

. . . 012
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Maka Penerbitan SEMUa sertifikat fersebut MemMpunyai cacay Vuricis
Bahwa Kelerangan Balsu lerseby) adalah

2. Dalam Syrat Keierangan Riwayat Tananh /ang diterbitkan olgh Tergugat VI,
dasar SHM No. 149 disebutkan: sejak tahun 19gp atas nama Hayji Zulkarnain
dengan Momer C 1294, Hal iy tidak benar Sama sekalj Sebab Haji
Zulkarnain (Tergugat IV} adalah Penerima gadaj dari Tergugat | dan |[f
melalui Tergugat Il pada Takyn 1083 :

Tahun 1960 masih alas nama pemilik lama.

b. Dalam Surat Keterangan Riwayat Tanak ¥ang diterbitkan oleh Tergugat vy,
dasar SHM No. 150 disebutkan + S2jak  tahun 1980 atas nama Haji
Zulkarnain dengan Nomor C 1294, Hal ini tidak benar Sama sekali, sebap
Haji Zulkarnajn {Tergugay V) baru tahyn 1982 Menerima gadaj dari Tergugat
ldan Il me)aj; Tergugat |j] -

C. Dalam Syras Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan olah Tergugat V||,
dasar SH Ma. 151 disebutkan - s2jak tahunp 19680 atas Nama Hajj
Zulkarnain dengan Nemor C 1284, Hal ini tidak benar Sama sekali, sebap
Naji Zulkarnain (Tergugat V) baru tahun 1883 menerimy gadai dar; Tergugat
I'dan Il melaly; Tergugat (1) !

d. Dalam Surat J(eterangan Riwayat Tanzh Yang diterbitkan oleh Tergugat VI,
dasar SHM Ng. 153 disebutkan - Sejak tahun 1560 atas nama Hajj
Zulkarnain dengan Nomer ¢ 1294, adalah tidak tenar Sama sekali, sehap
Haji Zulkarnajp (Teryugat V) baru tahun 1983 menarima gadai darj Tergugat
I'dan |l melalyj Tergugat 11 - |

tanah " Penggugat tersebut o atas  dengan Lara melawan hukum  (baik
Penggelapan maupun gengan carg mMemalsukan riwayat fanah) maka semus
Produk hukum yang diakibatkan karenanya patyt dibatalkan demi hukum -

Bahwa demikian Pula semua akiz notaris. PPAT, dan sertifikat h:zrk milik
tersebut di atag wajib dibatalkan menurut hukum, dan dinyatakan tidak sah
PeNebitannya seris harus dimusnahkar; ;

Bahwa mengingat gugatan ipj digjukan dengan Cukup bukti yang
mayakinkan kebenarannya, Agar obyek sengketa tidak dialihkan, mohon kiranya
diletakkan sjta jaminan (CB) vang sah dan Lerharga seqa darat dijalankan/



T veves dws obyek-obyek sengketa lersebut dalam SHM No.
149, No. 150, No 151, thui N 1613 :

Bahwa selain itu, guna Menjaga perkara ini dapat dilaksanakan gengan
cepat, dan para Tergugat tidak menyulur-ulur  waktu Penyerahan obyek
sengketa atay pEMbayaran ganii rugi, patut Airanya para Tergugat | 11, (1], M, W,
VI dan VIl dikenai hukuman dends (dwangsom) setiap hari keterlambatan
pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Koia Malang sebesar Rp.109.000,-

{seraius ribu rupiah), dihilung sejak putusan FPengadilan MNeoeri Kota Malang
selesai dibacakan -

Bahwa bercasarkan alasan-alasan tersebut dij atas Penggugat mohon
kKepada Pengadilan Negeri Malang sUpaya mermberikan putusan sebagai
berikut ;

PRIMAIR;

1. Menyatakan menerima dan mengatulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan parbuatan Tergugat | dan Terqugat || menggadaikan/menjual
belikan tanah-tanah tersebut di alas milik Penggugat kepada Targugat |V
melalui Tergugat Il tarpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
yang merugikan Penggugat ;

3. Menyatakan Akia Perigikatan Jual Beli Na. 125 tanggal 26 Juli 1983 Notaris
ST. SINDHUNATHA, 8H. dan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 1983 Notaris
PPAT yang sama. adalah cacat hukum, dan dinyatakan batal demi hukum
serta tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak dan Penggugat :

4. Menyatakain 1anah lersebul di atas, adalah sah menurdt hukum  milik
Penggugat :

5. Menghukum lkut Tergugat | selaku de facto Pemegang akta-akta yang
diterbitkan ST. SINDHUNATA, SH. dan Ikut Tergugat |l seiaku de Jure
notaris/PPAT  yang ditunjuk  sebagaj Pemegang protokel dar ST
SINDHUNATA, SH. untuk mentaati seria menjalarkan putusan ini

6. Menyatakar:

a. Akta Jual Beli PPAT No. 162/VvI1114930 tanggal 9-3-1990 serta Akta Jual
Beli PPAT No.739/VII/1990 tanggal 20-7-1990 sebagal dasar
pembuatan SHM Ng.149 batal demi hukum sera tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat apapun :

b.  Akta Jual Bali PPAT No.1681/Batu/lll/1990 tanggal 9-3-1990 dan Akta
Jual Beli PPAT No. 7381111980 tanggal 20-7-1990 sebagai dasar
penerbitar. SHM No.150 batal demi hukum serta tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat apapun |

i Putri Lubis. FHUI. 2012
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Pulri Lubis; EHUI, 2012 hal. Put, No, 244 PK/Pdy2010



C.  Akta Juzl Belj PPAT No, 160/BATUANNIM 900 tanggal 9-3-1990 dan Akta
Jual Beli ppay Na. 7370111900 langgal 20-7-1990 “ebagai dasar
Penerbitan SHM N 151 batal demj Nukum serta tigak mempunyaj
kekuatan nukiim ¥ang mengikat apapun

d. Akta Jual B2li PPAT No, 158/BATUMNI/1 990 tanggal 9-3-1990 dan Jual
Beli PPRAT No 7361950 tanggal 20-7-1850 sebagai dasar
Penerbitan SHM No. 153 batal demj hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hikum ¥Y8ng mengikat apapun :

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Mo, 148, No. 150, Ng. 151, dan No. 153
dalam perkara in| batal demi hukum :

8. Menghukum dan memerintahkan (kyt Tergugat ||| untuk menarik dan
membatalkan Sentifikat Hak wilik No. 149, No. 150, No.151. dan, No.153
dalam perkara ini untul dimusnahkan ’

9. Menghukum Tergugart 1, 11, M Ay Vil atay siapa saja Yang menempati
tanah coyek sengketa in tanpa hak untuk mengosongkannya Segera setalah
Putusan ini sslzsai dibacakan, jika perti dengarn URPaya paksa aparat yang

(empat milyar fima ralus enam puluh dya Juta tiga ratus sernbilan puluh
€nam ribu rupiati) seketika Pada saat putusan jnj selesai dibacakan Majelis
Hakim pemeriksa perkara ;

10. Menghukum parg Tergugat |1 M IV, L dan vl Secara tanggung renteng
untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebessr Rp 100.000.- setiap harj
keterlambatan Mengosongkan tanah-tanah tersebut atay membayar gant
rugi kepada Penogugat terhitung sejak diputuskannya Perkara ini dj
Pengadilan Negeri [{ota Malang |

11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atag \anah-tanaf obyek sengkets
ini adalah sah da, bé:harga serla dapat dijalankan serta dapat dijual bebas
maupun melalyi lelang

12 Menyatakan Putusan dapat dijalankan lehin dahulu meskipun masih adg
Upaya hukum lain tanpa syarat - .

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul :

SUBSIDAIR .

Atau Pengadilan Negari Kota Malang memutus tajn /ang seadil-adilnya menurut

hukum dan tidak merugikan hak-hak Penggugat

Mani.‘r‘tbang, bahwa terhadap gucatan tersehy: Tergugat VI, Vi dan VI
mengajukan eksepsi pads pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikyt -

. . . 12
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 20

Hal. 8 dari 29 hal, Put. No. 244 PK/PdL2010
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Bahwa Tergugat VI menolak seluruh alasan dalam gugatan Penggugat
kecuall yang dinkui secara eyl o (T

Menentukan pihak dalam gugatan mendrut hukum haruslah diperhatikan
apakah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang tersebut pada waktu
melaksanakan jabatannya atau parbuatan  hukum  pribadi. Hal ini
sesungguhnya berkaitan dengan kedudukan Tergugat VIl dan Tergugat VII|
dalam perkara ini. Bila diperhatikan identitas Tergugat VIl dan VIl adalah
jelas  mengenai pribadi Tergugat VIl dan VIl sendir, sedangkan
sebagaimana maksud dalam gugatan Penggugat mempersoalkan akta jual
beli atas obyek sengketa, kiranya sesua, hukum kedudukan Kastamun
(Tergugat VIlj bukanlah sebagai pribadi, tapi karena iabatan selaku Kepala
Desa Tlekung sebagai saksi dalam akte jual beli a quo dan Soeratriono, SH
(Tergugat V) bukanlah sébagai perbuatan pnbadi tetapi karena
kedudukannya sebagai pejabat PPAT pada akia jual Seli atas ohyek obyek
sengketa a quo. Seharusnya menurut hukum yang digugat adalah Kepala
Desa Tlekung selaku Tergugat Vil dan Camat Kecamatan Batu selaku PPAT
sebagai Tergugat VIl ; -

Dzngan demikian bila gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat VIl dan VIII
secara pribadi merupakan gucatan yang keliru mengenai subyeknya (erer in
persona). Sedang dergan tidak diaugatnya Kepala Desa Tlekung dan Camat
Kecamatan Batu selaku PPAT termasuk gugatan yang kurang dalam pihak-
pihaknya {disgwalifikatoir exsepsf), menurut hukem gugatan ini tidak dapat
mempersoalkan akta jual beli atas obyek sengketa |

Demikian puls kedudukan Turut Tergugat | secara keliru diikutsertakan
dalam perkara ini, sebab jabatan umum tidak dapat diwariskan kepada ahii
warisnya ;

Turut Tergugat Il sebaga Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota
Batu, secara ke'iru diikutkan sebaga pihak dalam perkara ini, sebab di Kota
Batu belum ada kantor pertanahan secara definitif, yang ada namanya
Kantor Perwakilan BPN Kabupaten Malang di Kota Batu lagi pula yang
menerbitkan SHM atas obyek sengketa a/n Untung Purnemo adalah Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang. Jadi menurst hukum gugatan harus di
ajukan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai ikut
Tergugat Il ;

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUII; 26#g 29 hal. Put. No. 244 PK/PdU2010



Lan uraian g atas terbyke beralasan hukum bahwa gugatan Fjenggugat

obscure lebe, menurut hikum Jugatan Pengguoat harus dinyatakan tidak dapat

diterima (njey o;wankﬁ}kg verkiaargd) -

Eksepsi Tergugat v dan V|| -

Bahwa Tergugat V|| dan VI menalak seluruh gaj) ¥ang dikemukakan oleh
Penggugat Kecuali yang diakui secarg lertuis di sin; -

Bahwa gj Aalam gugatan tersebyt Tergugat v dan V[ ditujukan pada
pribadi Tergugat VI dan VIl bila dalam gugatan mempersoalkan akta jual
beli atas obysk sengketa berart] Tergugat VIl dan VIl secara pribadi tidak
ada Kepentingan hukum atas akig Jual belj a quo. Berarti guga.an ditujukan
Kepada Tergugat Vil dan VI keliry menurut hukum biia Mempersoalkan akia
jual beli atas obyak sengketa, senarusnyg gugatan diajukan kepada PPAT
Camat Kecamatan Batu sera fepala Dasa Tlekung sebagai saksi dalam jual
beli. Karena gugatan ini abseyy, tibel Ya8ng berakibat dugatan dinyatakan
tidak diterima :

EKSEPSI IkuT TERGUGAT 1))

- Bahwa Turut Tergugat 1| menoiak seluruh dalil-daij) gugatan Penggugat
kecualj terhadap hal-hal ¥ang diaku, dalam fawaban inj:

- Bahwa menuryt hukum acara perdata, SEsecrang atau badan hukum dapat
ditarik sebagai pihak dalam perkara Pereata bilg Y&ng bersangkutan
telah meiakukan sualu perbuatan wanprestasi atay melakukan perbuatan
melawan hukum sebagaimana Katentuan Pasg| 1365 BWw. menunjuk posita
gugatan Penggugat tidak menguraikan Perbuatan melawan hukum sehingga
merugikan Penggugat yang dilakukan olah Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang atay Kepala Kantor Fenvakilan Kantor Pertanahan Kot
Batu, dengan dernikiar tidak terdapat dasar hukum untuk menarik Kepala
Perwakilan Kantor Pertanahan Kotg Batu senagai pihak lkut Tergugat |,
dalam perkara Ini, karenanya tidak lerdapat alasan hukum adapun yang
digunakan sebagai dasar dalam gugatan yang ditujukan pada [kut Tergugat
I, maka gugatan yang demikian dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan
yang tidak jelas (obsouur libsf) dan salah.mihaknya {error in subyekfo)
Utamanya terhadarp Hrcut Tergugat [1] :

- Bahwa dalj Posita gugatan Penggugat angka (9) menyatakan "bahwa
mengingat Penerbitan  sertifikat lersebut didasarkan atas keterangan
pPalsuftidak benz dengan demikian gugatan ini adalah gugatan yang
Prematur Karena atag masalah  pemalsyan ¥arg Penggugat dalilkan

adalah Merupakan perkara pidana, sehingga apabila sudah  terbukti

. . . 12
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 20
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Efr:iang,ra pemalsuan  bary mengajukan Jugatan  perdata dengan

mendasarkan adanya putusan vidana pemalsuan tersebut :

Bahwa dengan berlakunya Undarrg-Undang Nomor 5 Tahun 1886

Fengadilan Negeri tidak lagi berwenang mengadili sengketa tata usaha
negara, dengan demikian olzh karena ternyata obyek ngatarl‘. Penggugat
termasuk juga pembataian sertifikat hak atas tanah. maka Pengadilan
Negeari Malang tidak DErwenang mengadili perkara ini sepanjang obyek
gugatannya mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah:

Hﬂ#enimbang. bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Malang No.
1D3IF‘dt.GIEDD4f’PN.MJQ. tanggal 14 Juli 2005 adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, VIIl, dan Ikut Tergugat 11| -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat uniuk sebagian :

2. Menyatakan perbuatan Tergugat | dan Tergugat 1| menggadaikan tanah-
tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat IV melalyi Tergugat
Il tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat ; 3

3. Menyatakan Akta Jual Belj No. 125 tanggal 26 Juli 1983 Motaris ST,
Sindhunata, SH., dan Akia No. 30 tenggal 6 Agustus 1983 Notaris PRPAT
yang sama adalah caca! hukum dar batal demi hukum serta tidak
niempunyai kekuatzn mengikar para pihak dan Penggugat

4. Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah sah mendrut hukum
milik Penggugat :

9. Menghukum [kui Tergugat | secara de factc Pemegang akia-akta yang
diterbitkan ST, Sindhunata, SH., dan ikut Tergugat Il secara de jure
Notaris/PPAT  yang ditunjuk  sebagai pPemegang protokol dari ST,
Sindhunata, SH., untuk mentaati putusan ini i

6. Menyatakan:

6.1. Akta Jual Beli PPAT No. 182/VII/13890 tanggal 9-3-1990 serta Akta Jual
Beli No, 739//11/11990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar pembuatan
Sertifikat Hak Milik No. 149 batal demi hukum serta tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat :

6.2. Akta Jual Beli PPAT No. 161/Batu/l/1990 tanggal $-3-1990 dan Akta
Jual Beli PPAT No. 728/\VII/1590 tanggal 20 Juli 1930 sebagai dasar

+ Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 150 batal demi hukum serta tidak
mempunyai kekuatan mengikat

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
Hal. 11 dari 20 hal. Pul. No. 244 PK/PdL2010
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12:
13.

14

vV AMa Jual Bali PPAT Ng. 160/Batu/illi1agn tanggal 9-3.1990 dan Akta
Jual Beli PRAT No 371990 tanggal 20 Juli 1990 sebagal dasar
Penerbitan Sertifikat Hax Milik No. 151 batal demi hukum dan tidak
Mempunyai kekuatan hukum Yang mengikat :

6.4, Akta Juai Belj PPAT No. 159/Batuiii 920 tanggal 9-3-1590 dan Akta
Jual Beli PPAT No. 73BMNVII9a0 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar
penerbitan Sertifikat Hak Mitik No. 153 batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukym yang mengikat -

Menyatakan Sentifikal Hak Milik No. 148, Ng. 150, No. 151 dan No. 153 atas

nama Untung Purnomo batal demi hukum ;

Menghukum Tergugat | 11, 1ll, IV, v, VI, VIl atau siapa saja yang menguasaj

tanah obyek sengketa tanpa hak untuk mengosongkan segera setelah

putusan ini selesaj dibazakan, jika periu dengan Upaya paksc pihak yang
berwenang. Atau mengnhukum para Tergugat tersabut untuk membayar
kerugian harga  tanah sengketa  kepada Penggugat - sebesar

Rp.4.552_395,DDD,- (empat milyar lima ratus &Nam puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluh enam riby fupiah). seketika pada sast Putusan ini selesaj

dibacakan :

- Menghukum Tergugat | ||, IV, v, VI VIl seears tanggung renteng untuk

membayar ganti rugi sebesar Rp, 270,396.000 - (dua ratus tujuh pulub juta
tiga ratus sembilan pUlul enam riby rupiah) kepada Penggugat seketika
setelah putusan perkara ini dibacakan ;

Menghukum Tergugat | 1, I, 1V, V. VI, VI secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu
rupiah) setiap hayi Kelambatan mengosongkan tanah ohyek sengketa
tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

.Menyatakan penyitaan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa

adalah sah dan berharga !
Menghukum Tkut Tergugat |, Il dan 11| mentaati putusan inj

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya :

_Ménghukum para Tergugat dan para |kut Tergugat untuk membayar biaya

Perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.349.000.- (tiga juta tiga ratus
empat puluh sembilan riby rupiah) -

h_Menimhang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

NG.SSBIPDWEDD?EPT.SBY. tanggal 168 November 2007 adalah sebagai berikut -

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat V[, VI, VIl dan
kuasa Turut Tergugat IIf - Pernbanding :

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
Hal. 12 dari 28 hal, Pul, No, 244 PRIPAV2010



Membatalkan putusan Pengadilan Neqgeri Malang [Anggal 14 Jul 20058 No
TDEIPdt.GEEGDMFN_MJg ¥ang dimohonkan banding tersebut -

MENGADILI SENDIR|
DALAM EKSEPS:

Menolak cksepsi Tergugat VI, VIl V1! dan Turut Tergugat 1] - Pembanding;
DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan FPenggugat - Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum Fenggugat - Terbanding untuk membavyar biaya perkara dalam
kedua tingkat banding vang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.-
(dua ratus lima puluh riby rupiahy

""”’T*}ler'limbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Rl No. 1845

K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 yarg telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai herikut :

Mengabulkan Permohanan kasasi dayi Pemohon Kasasi: R.§ SOEBRCOTO
tersebut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 338/PDT/2007/PT.
SBY, tanggal 16 November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Malang No. 103/PDT.G/2004/PN ML tanggal 14 Juli 2005 -

MENGADILI SENDIR|

DALAM EKSEPS! -

- Menolak gksepsi Tergugat v, Tergugat VIl VII|, dan lkut Tergugat 1)

DALAM POKOK FPERKARA:

1. Mengabulkan gugatah Penggugat untuk sebagian :

2. Menyatakan berbuatan Tergugat | dan Tergugat 1| menggadaikan tanah-
tanah obyek sengketa mifik Penggugat kepada Tergugat IV melalu Tergugat
I tanpa jjin Pengguaat adalah perbuatan melawan hukum ¥ang merugikan
Fenggugat ;

3. Menyatakan Akta Jual Beli No, 125 tanggal 26 Juli 1983 Notaris ST,
Sindhunata SH. dan Akta No, 30 tanggal 6 Agustus 1983 Notaris PPAT
Yang sama adalah cacst hukum dan bata demi hukum sera tidak
Mempunyai kekuatan mer.gikat para pihak dan Penggugat

4. Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah sah menurut hukum
milik Penggugat

3. Menghukum Ikut Tergugat | secara de facto bemegang akta-akta vang
diterbitkan 8T Sindhunata, SH., dan Ikt Tergl:gat W escara ds Jure

L [ | =

Notariz/PPAT yang ditunjuk sebagai Pemegang protokol dari ST
Sindhunata, SH ., untuk mentaati putusan ini

Pendaftaran tanah...,'Amanda Lestari Putri Lubis,; FHUI, 2012
Hal, 13 dari 29 hal. Put, No. 244 PK/PAY20 10
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1. Akta Jual Beli PPAT Na. 162/V11/1990 tanggal 9-3-1990 serta Akta Jual
Bell No. 73a/v/1111990 tanggal 20 Juli 1980 sebagal dasar pembuatan
Sertifikat Hak Milik No. 149 batal demi hukum serta tidek mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat ; ;

2. Akta Jual Beli PPAT No 161/Batu/ll/1890 tanggal 9-3-1920 dan Akts
Jual Beli PPAT No. 738/MVII/1890 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar
penerbitan Sartifikat Hak Milik No. 130 batal demi hukuin serta tidak
mempunyai kekuatan mengikat -

3. Akta Jual Beli PPAT No. 150/Batu/llf1980 tanggal 9-3-1990 dan Akia
vual Beli PPAT No. 737011890 tariggal 20 Juli 1930 sebagai dasar
penerbitan Sertifikat Hak Milix No. 151 batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

4. Akta Jual Beli PPAT No. 159/Batuslll/ 1990 tanggal 9-3-1990 dan Akta
Jual Beli PPAT No. 7368/VI1/1950 langgal 20 Juli 1990 sebagal dasar
penerbitan Sertifiket Hak Milik No. 153 batal demi hukury ‘dan tidak
mempunyail kekuatan hukum yang mengikat ;

Menyatakan Sertifikat Hak pilik No, 149, No, 150, No. 151 dan No. 153 atas

nama Untung Purnomo batal demi hukum -

Menghukum Tergugat | 11, LIV, VW VI atau siapa $&ja yang menguasai

tanah obyek sengketa tanpa hak untuk mengosongkan segera setelah

putusan ini selesaj dibacakan, jika perlu dengan Upaya paksa pihak yang
berwenang. Atau menghukum para Tergugat fersebut untuk membayar

Kerugian  harga  tanah sengketa  kepada Penggugat  sebesar

Rp.4.562.396.000.- (empat milyar lima ratus enam puluh dua jutatiga ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah), seketika pada saat putusan ini dibacakan:

Menghulkum Tergugét LN IV, VOV VG secara tanggung renteng untuk

membayar ganti rugi sebesar Rp. 270.3%6.000,- (dua ratus tLjuh puluh juta

tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat sekstika
setelah putusan perkara ini dibacakan :

-Menghukum Tergugat I, 11, 11, 1V, V, VI, ‘i secara tanggung rerteng untuk

membayar uang pakea (dwangsom) sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu
rupiah} setiap hari kelambatan mengosongkan tanah ohyekl sengketa
tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan :
Menyatakan penyitaan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa
adalah sah dan berharga :

12. Menghukum |kut Tergugat |, il dan Il mentaat] putusan inj :

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri LubiseFHbbaf0tha). put No. 244 P/Payzo10



13.Menolak gugatan Penggugat untok selebihnya:
Menghukum Para Termohan Kasasi;’paraTergugat untuk membayar biayva
perkara dalam semua tingkat peraditan yang dalam tingkat kasas; ditetapkan
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribuy rupial) ;
r_"'_rﬁenjmbang_ bahwa sesuduh putusan Mahkamah Agung No. 1845
K/Pdt/2008 tangga! 16 Desembor 2008 diberitahukan kepada Termohion Kasasi
dahuly  Tergugar UHP'emban{*:ing Pada tanggal 4 Juni 2009 kemudian
terhadapnya olah Termohon Kasasi dahulu Tergugat U.’;’Pembandjng dengan
Perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat ruasa Khusus tertanggal 24 Juij
2009, diajukan permohonan peninjauan kembal secara lisan di Kepaniteraan
Pengadilan MNeger Malang pada tanggal 11 Agustus 2008, sebagaimana
ternyata dari Risalah Pernyataan Permohanan Penirjauan Kembali No
103/Pdt.G/2004/ PN.MLG jo No. BESIPdHEDD?IPT.Sby. jo No. 1845 K/Pdt/2008
yang dibuat olsh Paniters Pengadilan MNegeri Malang, penmnohonan mana
disertai dengan alasan-aiasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
MNegeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009

Menimbang, bahwa Permohonan peninjauan kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama P&da tanggal 8 September
2009, kemudian terhadapnya aleh pithak lawannya telah diajukan jawaban yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Neger Ialang pada tanggal 2 November
2009 dan 4 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohgonan Peninjauankembali 2 qua -beserta
alasan—alasannya telah diberitahukan kepada pihak lavan dengan seksama dan
diajukan dalam tenggang wakiu serta dengan cara yang ditentukan undang-
undang, maka nleh Karena itu farmal dacat ditefima ;

Menimbang, bahwa Pemohan Feninjauan Kembaljﬁergugat VI/
F‘emhanding t2lah mengajukan alasari-alasan peniniauan xembali yang pada
pokoknya sebagai berikyt -

A. BUKTI BARU YANG SANGAT MENENTUKAN
Bahwa Pemohon Peninjauan  Kembali (dahulu  Termohon Kasasi/
Pembandjngﬁergugat'vu mengajukan bukti bary (novum) terhadap putusan
Mahkamah Agung No. 1845 K/Pdi20083, tanggai 16 Desember 2008,
dengan peringian sebagai berikut - ;
1) Putusan Perkara Pidana Mo, BQ?JPid.B!F’N.MIg, tertanggal 08 September

2008, Pengadilan Negeri Malang, atis nama Terdakwa Untung Purnemo

(Bukti PK-1):
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=/ 2dlal nelerancan aan Desa | lekung Nomor 59[]!11]2!422.620:003120[}9,
tanggal 03 April 2004, vang dilandalongani oleh ENJ MULIATI, selaku
Kepala Desa Tlexung, Kecamatan Jun-ejo, Kota Batu (Bukti PK-2);

3) Surat Keterangan No. 470/M19/422 620/2009 tertanggal 14 April 2009
yang ditandatangani cleh MISBACHUSSRUR. SH MH,, Selaku Camat
Junrejo (Bukti PK-3)

Bahwa atas panemuan bukii-bukti bary (novum) tersebut, Pengadilan Neger

Malang telah dilakukan penyumpahan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal,

sesual dengan Penetapan Fetua Fengadilan Negeri Malang Nomor

188/PCt.P/2009/FN.MIg, tanggal 11 Agustus 2008, adapun Keterangan dan
penjelasan bukti baru yang dimaksud adalah sebagai berikut :

KETERANGAN DAN PENJELASAN BUKTI-BUKTI BARU (NOVUM):

1) .Bukti PK-1, mengenai putusan perkara pidana No. 897/Pid.B/PN.MIg,
tertanggal 08 September 2008, Pengadilan Negeri Malang, atas nama
Terdakwa Unlung Purnomo/Pemchon Peninjauan Kembali (dahulu
Termaheon Kasasi/Pembanding/Terguaat V)

Bahwa dari bukti PK-1 tersebut telah terbukti Pemchan Peninjauan

Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana memberixan keterangan palsu ke dalam akta otentik -

Bahwa perkara pidana tersebui cdilaparkan oleh R.S. Soebroto

(Termohon Peninjauan Kembali), terhadap Untung Purnome {Pemohon

Peninjauan Kembali) yang disangkakan telah memasukkan keterangan

palsu ke dalam akla otentik, sebagai barikut;

- Akta Jual Beli II*IJD. f36//11/1990, tariggal 20 Juli 1990

- Akta Jual Beli No. 737/V11/1990, tanggal 20 Juli 1990

- Akta Jual Beli No. 7387171990, tanggal 20 Juli 1980 ¢

- Akla Jual Beli No. 739°11/1990, tanggal 20 Juli 1990 ;

Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) akta jual beli tersebut telah dijadikan

alas hak dalam penerbitan 4 (empat) sertifikat hak milik oleh Pemohon

Peninjatan Kembali (Untung Purnomo), yang mana sertifikat-sertifikat

tersebut sebagai berikut -

- Sertifikat Hak Milik No. 149/Desa Tlekung, Kec. Batu, tanggal 05-01-
2000 ;

- Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Tlekung, Kec. Batu, tanggal 05-01-
2000 ;

© - Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Tlekung, Kec. Batu, tanggal 05-01-

2000 ; ’
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2)

- Sertifikat Hak Milik No. 153/Desa Tlekung, Kec. Batu, tanggal 05-01-
2000 ;
Berdasarkan amar putusan pidaria No, 897/Pid.B/PN.Mig, tertanggai 08
September 2008 (Bukti PK-1) tersebut terbukti Untung Purnomo
(Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat Wl tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana memberikan keierangan palsu ke dalam akta
otentik ;
Oleh karenanya ﬁnatu{ dan beralasan hukum apabila Bukti PK-1 giajukan
sebagai bukti baru untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1845 K/PdL/2008, tanggal 18
Desemtn 008, yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut bertolai
belakang dengan putusan perkara pidana No. 897/Pid.B/PN.Mig,
tertanggal 08 September 2008, dan terlebih lagi nerkara perdata tersebut
diajukarn sebelim adanya putusan pidana, hal ini juga bertentangan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Aguag F.l. No. 1974 K/Pdt2001,
tanggal 29 September 2003, yang kutipannya adalah sebagai berikut;
"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacal hukum karena pemalsuan
tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan
melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologl etau ada pufusan
pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan’:
Sehingga perteniangan dalam putusan cerkara pidana dan perkara
perdata yang prinsip pokeknya adalah sama tsrsebut, menjadi alasan
bagi Pemohon Peninjavar, Kembali untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali ;
Surat Keterangan dari Desa Tlekung Nemor 580/102/422,620.003/2008,
tanggal 03 April 2009, yang ditandatangani oleh Eni Muliati selaku
Kepala Desa Tlekung, Kecamatar, Junrejo, Kota Batu
Bahwa Buki PK-2 adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa
Tiekung pada tanggal 03 April 2009 yang telah dilegalisasi oleh
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 April 2009, yanq isinya
menerangkan: "mengenal riwayat tanah obyek sengketa berdasarkan
data-daia dalam Buku Kerawangan Desa dan Buku Letter C Klangsiran”
yang kutipannya sebagai berikut :
KUTIPAN:  Surat Keterangan dari Desa Tlekung Nomor: 590/102/422.
620.003/2008, tanggal 03 April 2003, yang ditandatangani oleh Eni

Muliati, selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Satu
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‘Bahwa dalam Buky, Kerawangan Desa tahun penulisan 1957 (dikenal

tahiun 1960) tercatat.

a. Persil 84 klas d Jf no. Urut 20 No, C.235 lertulis atas nama Mustakim
b Mustakim luas seluruhnya 17 390 m?

b. Persil 94 kias o J No. Urut 25 Ne. C 93 tertulis atas nama R.
Hedinanio luas seluruhnya 14.160 n: :

C. Persil 94 kias o 1} We. Urut 27 No. ©.93 tertulis atas nama R.
Hedinanta luas seluruhnya 23.660 m2 G

d. Persil 76 kias d | No. Urut 1 No. C.362 fertulis atas nama Ranu 8
Sadimin juas selurvhnya 1,000 m? ; -.

Bahwa dalam buku Leiter C Klangsiran tahun 1987 fercatal:

a. Persil 94 klas 3¢ No. C 1 2949 tertulis atas nama 4. Sulkarnan Hasan
Fa. Hasan Alisoni dengan luas seluruhn ya 4100 m?;

b, Persil 94 kias 38 No. C. 1294 teriulis alas nama H. Sulkarnan Hasan

Fa. Hasan Alisoni dengan (uas seluryhn ya 14,160 m?;

C. Persil 94 kias 36 No. C. 1294 tertulis alas nama H. Sulkaman Hasan
Fa. Hasan /lisoni dengan lias seluruhnya 23.660 m? -

d. Persil 76 klas 30 No. C 1294 ledulis alas nama H. Sulkaman Hasan
Fa. Hasan Alisoni dengan luas selurvhnya 1.000 m?"

Bahwa dari Bukti PK.2 lersebut telah membantah bukti yang dimiliki

Termohon  Pzninjauan Kembali (R.S. Soebroto) vang selama ini

dijadikan alat bukii untuk  mendukung  dalil-dalif dalam gugatannya

"Tentang Surat Keterangan Riwa yat Tanah yang ditandatangani oleh Drs

Triono" szbagaimana buklf E-4eP-6. £F58 Piy adalah tidak benar/

rekayasa dalam Penerbilan surat bukti Penggugat tersebuyt 2

Sehingga dangan: adanya Bukli PK-2 tersebut membuktikan adanya

kebohongan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena

adanya perbedaan yang tertuang dalam bukti-bukfi milik 'Termohon

Peninjauan Kembali (dahuly Penggugat) vang kutipannya _sebagai

berikut : :

"‘Dalam bukti P-4, rmenerangkan mengenaj niwayat tanah sebagar berikut:

1. Sejak tahun 1958 sampai dengan ‘ahun 1980 tanah tersebut atas
nama Mustakim

2. Sefak tahun 1960 sampai dengan tahun E‘GGQ atas nama Mustakim :
Dalam bukti P-5, menerangkan mengenai riwayat tanah sebagai berikut:
1. Sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1360 fanah tersebut atas

hama Ranu alias Sadimin i
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2. Sejak tahun 1060 wWHNRad dongan talhiug 2000 alas vamu Ranu ajjas
Sadimin ;

Dalam bukt p-g, menerangkan rmengenai fwa valtanah sebogai berikut

1. Sefak tanun 1458 sampai dengan tahun 1860 tanah tersebut atas
nama R. Hedinanto -

2. Sejak tahun 18960 sampai dengan lahun 2000 atas nama R,
Hedinanto ;

Dalam Bukii p.7, fmenerangkan mengenai rmwayat tanah sebagai barikyt:

!. Sefak tahun 1958 sampai dengan {shun 1860 tanah tersebut atas
nama R. Hedinanto -

2. Sejak tahun 1960 sampai dengan (ahun 2000 atas nama R
Hedinanio” :

Bahwa bukti-bukt tersebu! di atas bertolak belakang dengan Buktj PK-2

mengenai  Surat Kelerangan Kepala Desa Tlekung 280/102/422.

620.003/2009, tanggal 03 Aprl 2009 Yang ditandatangani oleh . Eni

Muliati selaky Kepala Dess Tlekung, Y8Ng mana dalam Bukti PK-2

lersebut telah menjelaskan dan menerangkan bahwa Nama-nama

Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Medinanto sudah tidak tercatat lagi

sejak tahun 1987 dalam buku Letter C Klangsiran

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Buktj P-4, P-5 P-6. dan

Bukti P-7 yang diajukan oleh Termshon Peninjavan Kembali untuk

mendukung dalil-dalil gugatannya selama ini adalah tidak benar Hal inj

juga  membuktikan bahwa Termohon Peninjauan  Kembalj telah

meénggunakan daa-data yang tidak benar di dajam Upaya memiliki tanah

yang menurut hukum adalah milik Untung Purnomo/Pemohon Peninjauan

Kembali (dahyly Termohon KasasifPembandjnngergugat ) -

Sehingga akibat dari bukti yang digunakan oleh Termohonfp'énggugat

selama ini adalah tidak benar/merupakan’ bukti yang telah direkayasa

maka sudah sepatutnya Mejelis Hakim dalam perkara permohonan

peninjauan kembal; membalalkan putusan kasasi No. 1845 K/Pdt/2008,

tanggal 16 Desember 2008 -

Surat Keterangan No. 470/119/422.620/2009 tertanggal 14 April 20089,

yang ditandatangani oleh Misbachussrur, SH.. MH. selaku Camat

Junrejo:

Bahwa Bukti FK-3 adalah berupa surat keterangan Yang menerangkan

bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan tersebut
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adalah Kepala Cesa Tlekung, yang telah menjabat sesuai dengan

paricdenya, yaitu:

a) Mama : SLAMET
Jabatan - Kepala Desa
Perode tahun  © 1973-1882

b}y Nama D KASTAMUN
Jabatan . Kepala Desa
Perode tahun  : 18E2-1991

c) Nama : Drs. Triono
Jabatan - Kzpalz Desa
Perode tahun -~ 1892-2001

d) Nama : CHAYI
Jabaltan 2Pj. Kepala Desa
Periode tahun  © 2001-2002

e) Nama CEMNE MULIATI
Jabatan c kepala Desa

Periode tahun : 2002-sekarang
Bahwa berdasarkan Bukii PK-3 ini, tigak tercantum nama Moch. Akim
yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung urluk pernode
fahun 19892 s/d 2001, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan olen
Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk mendukung
gugatannya selama ini yaitu Bukti P-17, P-19, P-22 dan P-23 dimana
bukti-bukti tersebut adalah merupakan surat keterangan kepemilikan
tanah yang ditandatangani oleh Moch, Akim yang seolah-olah Moch.
Akim bertindak selaku Pejabat Kepala Cesa yang pernah menjabat pada
saat itu, padahal sesuai keterangan dari Bukti PK-3 yang ditandatangani
oleh Misbachussrur, SH., MH. sel.aku Camat Junrejo, telah menerangkan
bahwa Moch, Akim tidak pernah menjabat selaku kepala desa, sehingga
Bukti PK-3 tersebut telah dapat menyangkal bukti-bukti yang diajukan
oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa sebagai berikut :
P-17, vyaitu kutipan dari Baku Huruf C Desa, atas nama Hedinanto,
vang ditandatangani oleh Moch Akim selaku Kepala Desa Tiekung,
. tertanggal 5 Oktober 1958;
- P-19, vyaitu kutipan dari Buku Huruf C Desa, atas nama Mustakim,
yang ditandatangani oleh Moch Akim selaku Kepala Desa Tlekung,

tertanggal 5 Oktober 1998,
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KEDUA :

TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG TELaAH KELIRU
DENGAN MENGAMBILALIH PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA

Bahwa judex uns telah melakukan kekeliruan yang nyata pada

pertimbangan hukumnya halaman 28 point 10, yang kutipannya sebagai

berikut :

‘Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dinifal sudah tepat dan henar dan

diambil alih menjaai petimbangan Mahkamah Aguneg”

TANGGAPAN TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG TELAH

KELIRU DENGAN MEMGAMBILALIH PERTIMEANGAN PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

Bahwa pertimbangan judex juris yang r"m,nq mbilalih putusan pengadilan

pada tingkat pertama adalah sajah dan keliru dalam pe rmimbangan

hukumnya, dimana kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut

1. Judex juris telah mengampilalil; putusan Pengadilan Negeri yang telah
rmelampau. batas kewenangan dari peradilan perdata, dimana-secara
prinsip hukum kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat yang
merugakan preduk tata usaha negara adalah merupakan kKeweanangan
dari peradilan tate usaha negara, hal tersebut bertentangan dengan
ketentuan undang-undang sebagai berikut -

- Undang-undang MNo. 5 Tahur 1588 yang diubah dengan Undang-
undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri 40,338 K/Sip/1971, tanggal 03
November 1971, yany intinya menyatakan pembalalan suatu sertifikat
tcmah merupakan wewenang administrasi cemerintahan;

- Buku Varia Peradilan Tahun {1l No. 26 Tahun 1987 di terbitkan oleh
lkatan Hakim Indonesia, yang kutipannya pada Hal 150 vaitu
"Pengadilan tidak berweang membatallkan serifikat yang dikeluarkan
oleh instansi agraria”

2. Judex juris fidak mempertimbangkan putusan yang diambil alihnya
tersebut dengan teliti dan seksamaz sesuai dengan ketentuan Fhukum,
karena apabila diteliti dengan seksama prinsip dari gugatan vyang
disampaikan oleh Pengguqat dalam angka 9 di dalam posita gugatannya
adalah “mendalilkan penerbitan sertifikat berdasarkan keterangan palsu
atau tidak benar"
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Sehingga EE[J-:’EI[!IIT?'I",-’;‘I secara prinsip hukom haros fedebib dalinln

dibuktikan secara pidana mengenal keterangan palsu iersébut atau

dengan Kkata lain harus dibuktikan terlebih dahulu Secara pidana.

Mengenai adanya pemalsuan tersebut, hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Mo, 1974 KiPdt/2001, tanggal 29

September 2002, vang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Peraithan hak atas lanah dinyatakan cacal hukum karena pemalsuan

tanda tangan sehingga batal demi hukwn juar beli tanah harus dibuktikan

melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologl atau ada putusan

pidana yang menyatakan tanda fangan dipalsukan”

. Judex juris telah memperimbangkan putlusan rerkara perdata yang pada

prinsipnya adalah sama dengan perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/FN

MLG, tanggal 08 September 2008 karena antara pokok perkara perdata

dan perkara pidana tersebut pada prinsionya adalah mengenai obyek

yang sama, yaitu mengenai ‘diterbitkannya ke-4 (empat) Sertifikat Hak

Miltk No. No. 149, No. 150, No. 1571 dan No. 153, bardasarkar keterangan

palsu oleh Pemohon Peninjavan Kembali®, maka seharusnya Majelis

Hakim Kasasi menyatakan gugatan tersebut baru dapat diajukar setelah

adanya putusan perkara pidana |

Bahwa prinsip persamaan pulusan perkara perdata dan parxara pidana

dapat dilihat dari uraian berikut ini -

POKOK PERKARA PIDANA

Bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap Permohon Peninjauan

Kembali (Untung Purnoma) adalah dengan memasukkan keterangan

palsu ke dalam akla otertik beruha i

1. Akta Jual Beli No. 736/VI1/1890, tanggal 20 Juli 1940;

2. Akta Jual Beli Mo. 7371111990, tanggal 20 Juli 1890

3. Akta Jual Beli No. 7381171990, tznggal 20 Juli 1990;

4. Akta Jual Beli No. 730/V11/1880, tanggal 20 Juli 1990

Bahwa selanjutnya.akta jual beli tersebut di atas dijadikan alas hak dalam

penerbitan sertifikat hak milik oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Untung

Purnomoe). Sertifikat-sertifikat hak milik tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 149/Desa Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000;

- ‘Sertifikat Hak Miliv. No, 150/Desa Tlekung, Kecamatan Batu; tangual
05-01-2000:
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- Serifikat Hak Milik Ne. 151/Desa Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000:

- Sertifikat Hak Milix No. 153/Desa Tlekung, Kecamatan Batuy, tanggal
05-01-2000:

Bakwa terhadap nerkara pidana No. d97/F1d.B/200T/PN. M., tertanggal

08 September 20089, dengan Terdakwa adalsh Pemohon Peninjauan

Kembali (Untunc Furnomo), Pengadilan Negeri Malang telah

memutuskan parkara pidana tersebut yang inti amarnya menyatakan

sebagai berikut

1. Menyatakan ' Terdakwa bernama Untung Purmomo tidak terbukti

\ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimarna daxwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider
Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum
tersebuf . ..., .dst "

POKOK PERKARA PERDATA

Bahwa hal pokok mengenai obyek yang sama juga terdapat dalam

gugatan perkara perdala tersebut capat dilihat dalam posita gugatan

pada angka 9 yany menyatakan bahwa mengingat penerbitan sertifikat

tersebut didasarkan pada xeterangan yang palsuftidak benar atas

penerbitan sertifikat tanah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali

{Untung Purnomo) Nemor sebagai bericut:

- Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000; ,

- Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Tlexung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000:

- Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000;

- Sertifikat Hak Milik No, 153/Desa Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal
05-01-2000;

Bahwa terhadap perkara No. 1845 K/Pd/2008, tertanggal 16 Desember

2008, telah memutuskan perkara tersebut yang inti amarnya adalah

sebagai berikut:

"‘Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 149, No. 1 50, Nu. 151 dan No. 153

atas nama Untung Purnomo batal demi huleum”

Berdasarkan hal-hal tarsebut di atas terbukt] terhadap perkara perdata

dan peikara pidana yang mempunyai prinsip yang sama tersebut di atas,

i Putri Lubis, FHUI, 2012
Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari N e T



telah diputus oleh Migjelis Hakim Yang memeriksa dan mempertimbang-
kan perkara perdala Maupln perkara pidana dengan menjatuhkan 2
\dua) putusan yang perbeda _
Sehingga adanya 2 (dua) putusan ¥ang saling bertentangan terhadap
perkara yang prinsipnya adalah mengenal obyek yang sama telah
menimbuikan kerancuan dan ketidak pastian hukum di tengah-tengah
masyaraxat dimana pihak vang tidak mempunyai hak secara hukum dan
dengan tidak melaluj prosedur yang benar dapat dengan mudahnya
menggudat/merasa memiliki sesuaty terhadap kepunyaan orang lain
KETIGA:
TENTANG AMAR PUTUSAN JUDEX JURIS YANG KELIRU
Batwa telah terjadi suatu kekeliruan ¥ang nyata dalam amar putusan
judex juris pada putusannya halaman 29, point 7, yang kutipannya
sebagai terikut :
‘Menyataxan Sertifikat Hak iMilik No. 148, Ne. 150, No.151 dan No. 153
atas nama Untung Purnomo batal demy fukum®
TANGGAPAN TENTANG AMAR PUTUSAN JUDEX JURIS YANG
KELIRL -
Bahwa judex juris telah melakukan kekelituan Yang nyata dalain amar
putusannya yaitu pada putusan Kasasi No. 1845 K/Pd/2008, tertanggal
16 Desember 2008, karena dalam putusannya Majelis Hakim di tingkat
kKasasi tersebutl telah memutus melampaul batas Kewenangan yang
dimiliki pada peradilan perdata yaitu: "Oimana datam amar putusannya
Majelis Hakim di tingkat kasasi telah memuluskan membatalkan ke-4
(empat) Sertifikat Hak Milile (No. 149, No. 150, No. 1571 dan No. 1 53) atas
nama Untung Purmome, hal tersebut bertenfangan dengan kelentuan
hukum yang berfaky, vang mengalur mengenai ketentuan terhadap
pembatalan suatu sertifikat hak milik atas tanah yang merupa!fan produk
dari tata usaha negsra. Dimana secara prinsip hukum pembatalan darf
suatu produk lata usaha negara merupakan wewenang dari pengadilan
tala usaha negara, hal itu sesuaj cengan kefentuan sebagai berikut:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilarn Tata Usaha Negara;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.338 K/Sip/1871, tanggal 03
November 1971, yang infinya ‘“menyatakan pembatalan suaty

sertifixat tanah merupakan wewenang administrasi pemerintahan':

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
Hal 26 dari 29 hai. Pul, No. 244 PYPAIZ2010



Buku Vana Porelilan Tahun N New 26 Tahon 1 937 clitewbiitlecirr exlerds
thatan  Heakinm indonesia,  yang Kulipannya pada hal 150 yartu
‘Pengadilan tidak berwenana membatalkan serifikaf yang dikeluarkan
oleh mstansi agraria™

Berdasarkan uraiun tersebut di atas lerbukti bahwa judex juris telah melakukan

suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan kesalahan

fatal dalam memberikan Putusan terhadap perkara a quo, maka patut dan

beralasan hukum apabila putusan Kasasi Nao 1845 K/PdY/2008, tangga! 18

Desember 2008 untuk dibatalkan ;

Menimbarg, bahwa terhadap alasan-alasan pum’njauan- kembali
tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-allasan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru

(novum) dapat dibenarkan, karéna telah diketemukannya bukti bary Derupa :

1. Bukti PK-1 yaitu putusan Pengadilan Neger Malang No, 897/Pid.B/PN.MIg.
tertanggal 08 September 2008 :

2. Bukti PK-2 wvaitu Surat Reterangan  dari Desa Tlekung  Nomeoer
280/102/422 620.003/2009, tanggal 3 April 2009 *

3. Bukti PK-3 yaity Surat Kelerangan No. 470/119/422.620/2009 tertanggal 14
April 2009

Bahwa bukti-bukti baru tersebut telah dilakukan Fenyumpahan sesuai ketentuan

di Pengadilan Negeri Malang

- Bahiva bukti PK.2 dan PK 3 tidak dapa: dikategorikan sebagai bukti yang
menentukan, can bukti tersebut dibuat sesudzh putusan

- Bahwa walaupun bukti PK 1 ada sesudah putusan, namun bukti tersebut
cukup menentuxan

- Bahwa Akta Jual Beli No. 136/VIII1990, No. 737/ V11 QEIHJ, No. 738/VII/1950
dan No. 73971111990, tanggal 20 Juli 1999 adalah akia-akia otentik yang
digunakan oleh Tergugat V| sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 149, No. 150, No. 151, No. 153/Desa Tiekung, Kecamatan Batu, tanggal
0&-01-2000:

- Bahwa Penggugat mendalikan dalam surat gugatannya bahwa terbitnya
sertifikat tersebut didasarkan pﬁda Akta Jual Beli No.739/VI11/11930, No.
73BNVIM98D, tic, TS?NIJHQQEI' dan No. 736/\VI11/1990 masing-masing tanggal
20 Juli 1980, di hadapan Notaris Soeratriono, adalah palsu, yaitu digunakan
oleh Pemohon Peninjaban Kembali (Untung Purnomo) untuk membuat
sertifikat tersebut di atas

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 244 PK/Pdy2010



Bahwa berdasarkan putusan Pidana No BE}?r’!f‘id.DIPN.Mrg 1o Nao. 1194
K/Pid/2009. ternyata Terdakwa Untung Purnome (Pemohon FPeninjauan
Kembali) dinyatakar tidak terbukti bersalah rnelakukan tindak pidana yang
didakwakan {Primair, memasukkan Kelerangan palsu dalam akte, Subsidair,
memakai akte palsu. Lebin Subsidair, menyuruh melakukan atay turut
melakukan membuat surz palsu) ;

- Bahwa surat yang disangka palsy di datam putusan pidana tersebut adalah
Akte Jual Bali No, N{ﬁ. 73971990 No. TBBMIL’TQQG, No. 737A11/1980 dan
No. 738/NI11390, veng dipakai untuk terbitnya Sertifikat No. 149, No. 150
No. 151, dan No. i T

- Bahwe dalam putusan pidana tersebyt sertifikat-sertifikat atas tanah ‘ersebut
No. 148, No. 150, No. 151 dan No. 153 diperintahkan agar dikembalikan
Kepada Terdakwa Untung Purnomo

- Bahwa dengan demilian sertifikat atas namn Pemohon FPeninjauan Kembal;
(Untung Furnomo;j adalah sah ]

- 3ahwa pertimbangan Pergadilan Tinggi diambilalih sebagaj pertimbangan
yang melengkapi putusan kasasi ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan parmohcnan Peainjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembal' : UNTUNG F’UﬁNOI‘-ﬂD tersebut dan membataikan Pputusan Mahkamah
Agung No. 1345 K/Pdu2008 tenggal 16 Desember 2008 seningga Mahkamah
Agung zkan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperli yang akan
disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan peninjauan kembali dikabulkan,
maka Termohon Peninjauan Kembal, dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan dalar. pemeriksaan ddlam peninjauan
kembali inj : _

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telan diubah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dergan Undang-Undang No. 3 Tahun
2009 serta peraturan lain yang hersahgkutan g

MENGADILI

Mengabulkan  permohanan - peninjauan  kembali dari Pemohcn

FPeninjauar, Kembal; - UNTUNG PURNOMO terselbwt :

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1845 K/Pd2008
tanggal 16 Desernber 2008 ;

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
Hal. 28 dari 29 hal, Pul, No. 244 PK/PdY2010



MENGADILI KEMBALI
DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat V1, VI, VIl dan Turut Tergugat (11 ]
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk sefuruhnya;

Menghukum Termohen Peninjauan Kemball untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta iima ratus ribu rupiahy ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jum'at tanggal & Oktober 2010 cleh DR. HARIFIN A, TUMPA,
SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, PROF, DR. H. MUCHSIN, SH., dan H. DIRWQOTO, 3H., Hakim-
hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang ierbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
fnggota-anggota tersebut dan dibantu eleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,
Panitera Pengganti dengan t.dak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota, Ketua,
Biaya-biaya : Panitera Pengganti
1. Meteral ... .8 Rp.. B8.000,.-
Z.Redakai o Rp., 5000,
3. Administrasi peninjauan

Kemball i Rp.2.489.000.- +

Jumlah........ Rp.2.500.000,-

Pendaftaran tanah..., Amanda Lestari Putri Lubis, FHUI, 2012
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